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Judul . Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Penarikan Motor
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Pembimbing | : Dr. Bismi khalidin, S.Ag. M.Si

Pembimbing Il : Riza Afrian Mustagim, M.H

Kata Kunci : Lembaga Pembiayaan, Angsuran dan barang jaminan.

Adanya pembangunan ekonomi yang berkesinambungan, para pelaku ekonomi
baik pemerintah  maupun masyarakat, baik perseorangan maupun badan hukum
memerlukan dana yang besar. Kegiatan pinjam meminjam ini dilakukan perseorangan
atau badan hukum dengan suatu lembaga formal yaitu lembaga bank atau lembaga
nonbank. Dalam praktiknya masih terdapat kesenjangan yang semakin lama semakin
besar yang dimulai ketika dalam berbisnis lembaga pembiayaan, jika pihak debitur
tidak memenuhi syarat perjanjian Kredit, debitur harus dinyatakan wanprestasi, yang
dilakukan oleh pengadilan sebelum eksekusi jaminan. Dengan demikian, kreditur dapat
menggugat debitur atas dasar wanprestasi. Namun, sebelum menggugat debitur,
kreditur harus membuat somasi yang menyatakan bahwa debitur harus memenuhi
janjinya. Jika debitur tetap tidak melakukannya, kreditur dapat menggugat debitur atas
dasar wanprestasi, dan jika pengadilan memutuskan bahwa debitur telah wanprestasi,
kreditur dapat mengeksekusi barang jaminan yang diberikan oleh debitur. Namun, ini
berbeda dengan substansi hukum di sini, di mana pihak kreditur menarik motor yang
menjadi jaminan secara paksa setelah pihak debitur menunggak pembayaran angsuran.
Berdasarkan permasalahan diatas maka penulis melakukan penelitian yang lebih dalam
mengenai penarikan barang jaminan akibat nasabah tidak mampu membayar angsuran,
serta judulnya yaitu Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Penarikan Motor Angsuran
Secara Sepihak. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan adalah
penelitian ini menitikberatkan pada kualitas data atau lebih fokus pada pengamatan dari
masalah-masalah yang terjadi sehingga penelitian ini bertumpu pada data yang
diperoleh dari lapangan dari beberapa pihak seperti PT BAF serta pihak-pihak nasabah.
Dan juga pengumpulan data dari pihak PT BAF serta pihak-pihak nasabah menjadi
kumpulan informasi atau argument untuk menguatkan penelitian. Hasil penelitian yang
telah diteliti menunjukkan bahwa pelaksanaan penarikan motor angsuran motor secara
sepihak ditinjau menurut Fikih Muamalah sudah sesuai dengan persyaratan syariat
Islam dikarenakan sudah sesuai dengan prosedur serta penarikan dan penjualan barang
jaminan adalah salah satu jenis kontrak jual beli yang telah disepakati antara pemilik
barang dan Bussan Auto Finance. Serta penjualan dan penarikan barang jaminan
dilakukan atas dasar saling memerlukan antara penjual dan Bussan Auto Finance, serta
pihak yang membeli barang jaminan.
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TRANSLITERASI

Keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
No: 158 Tahun 1987 — Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab
dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan
dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi
dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan
transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf | Nama | Huruf | Nama Huruf | Nama | Huruf | Nama
Arab Latin Arab Latin
\ Alf | tidak tidak b ta’ T te
dilamba | dilambang (dengan
ngkan | kan titik di
bawah)
- Ba’ B Be L za z zet
(dengan
titik di
bawah)
< T3’ T Te & ‘ain ‘ koma
terbalik
(di atas)
& Sa’ S es (dengan | ¢ Gain |G Ge
titik di
atas)
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z Jim J je < Fa’ F Ef
z Ha’ h ha 3 Qaf Q Ki
(dengan
titik di
bawah)
z Kha’ | Kh kadanha |4 Kaf K Ka
3 Dal D De J Lam |L El
A Zal V4 zet o Mim | M Em
(dengan
titik di
atas)
B Ra’ R Er O Nun N En
D Zai Z Zet 5 Wau |W We
o Stn S Es ° Ha’ H Ha
o Syin | Sy esdanye |« Hamz | * Apostrof
ah
o= Sad S es (dengan | Ya’ Y Ye
titik di
bawah)
ua Dad d de
(dengan
titik di
bawah)
2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.



1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat,
transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Nama Huruf Latin Nama
fathah A A
Kasrah I I

dammah U U

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara
harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda Nama huruf Gabungan huruf | Nama
NS fathah dan ya’ Al adani
i fathah dan wau Au adanu
Contoh:

8 Kataba

J2 faala

)53 -Zukira

“}—\AJ,-! -yazhabu

e swila




CaS  kaifa
d}% -haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf,
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan | Nama Huruf dan Nama
Huruf Tanda
SO RN fathah dan alif atau A a dan garis di atas
ya’
.08 kasrah dan ya’ 1 I dan garis di atas
5t dammah dan wau U u dan garis di atas
Contoh:
Ja -qala
R -rama
Jd -gila

stg -yaqiilu
4. Ta’ marbiitah
Transliterasi untuk ¢a@’marbitah ada dua:
1) Ta’ marbitah hidup

ta’ marbitah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan
dammah, transliterasinya adalah ‘t’.

2) Ta’ marbiitah mati

ta’ marbitah yang mati atau mendapat harakat yang sukun,
transliterasinya adalah ‘h’.
Xi




3) Kalau dengan kata yang terakhir adalah ¢t@’ marbitah
ituditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:
J E-L'\X'\:\-mjg -raud ah al-atfal
-raud atul atfal
55540 A8l -al-Madmah al-Munawwarah
-AL-Madiatul-Munawwarah
aall  g/pah
5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan degan sebuah
tanda, tanda Syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut
dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi
tanda syaddabh itu.

Contoh:

l—‘:,) -rabbana
d)—ﬁ -nazzala
54 -al-birr
&) -al-hajj
A -nu’ ‘ima
6. Katasandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu
( J ), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata
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sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah dan kata sandang yang diikuti huruf
gamariyyah.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah ditransliterasikan
sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /1/ diganti dengan huruf yang
sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf gamariyyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf gamariyyah ditransliterasikan
sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.
Baik diikuti huruf syamsiyyahi maupun huruf gamariyyah, kata
sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan
dengan tanda sempang.

Contoh:
Jas -ar-rajulu
Y -as-sayyidatu
Ol -asy-syamsu

ém\ -al-galamu
axll al-badiu
AN aljalal
7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof.
Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata.
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Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan
Arab berupa alif.

Contoh:

< ot 4 ia

SRR G -ta’ khuziina
93-“‘ -an-nau’
(o -syai 'un

o) -inna

A o 2 .

‘—U-S‘ -umirtu
XKl -akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah.
Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim
dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan
maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain
yang mengikutinya.

Contoh:

bﬁg‘ﬁ‘%}é} 41!\:1\3 -Wa inna Allah lahuwa khair ar-razigin
-Wa innallaha lahuwa khairurrazigin
O el 31K 38508 -Fa auf al-kaila wa al-mzzan
-Fa auful-kaila wal- mizan
JUAT) ZR) ) -Ibrahim al-Khalil
-Ibrahimul-Khall
 Waslaljas 5&\ ('a.uu

-Bismillahi majrahd wa mursah
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<l éé o Gl é‘— A -Wa lillahi ‘ala an-nasi hijju al-baiti
v‘-‘-’-‘-“ 4:‘3\ & Uai) R -Man istata ‘a ilahi sabila
9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam
transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti
apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk
menuliskan huruf awal nama diri dan permualaan kalimat. Bilamana nama diri
itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap
huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:
3}}@)&‘ KVESH \-23 -Wa ma Muhammadun illa rasul
o Ul foa 5 < o3l u‘ -Inna awwala baitin wud i ‘a linndsi
:*5,) s ASy Lﬁﬂ -lallazi bibakkata mubarakkan

L}J\J-d\ 4 J)—’\ Lﬁéj‘ Obaa) el -Syahru Ramadan al-lazi unzila fih al-

Qur’anu
-Syahru Ramad anal-lazi unzila fihil
qur’anu

Crpall gﬁsy L %5 lagad ra’ahu bil-ufuq al-mubin
-Wa lagad ra’ahu bil-ufugil-mubini

Oaal B &5 b 3AN ihamau lillahi rabbi al- ‘Glamm
-Alhamdu lillahi rabbil ‘alamin

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam
tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan
dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital
tidak dipergunakan.
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Contoh:

L‘:’Jé &-‘5} f‘m Cra pal -Nasrun minallahi wa fathun garib
Laed HaY1 40 -Lillahi al-amru jami‘an
;5-‘5“' °<;*I‘ USJ :C“\j -Wallaha bikulli syai‘in ‘alim
10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman
transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan llmu Tajwid.
Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman
tajwid.

Catatan:
Modifikasi

1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa
transliterasin seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama
lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Samad Ibn Sulaiman.

2) Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti
Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayriit; dan sebagainya.

3) Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam Kamus Besar Bahasa
Indonesia tidak ditranslitersikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.
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: Struktur Organisasi PT Bussan Auto Finance

xvii



Lampiran 1
Lampiran 2
Lampiran 3

Lampiran 4

DAFTAR LAMPIRAN

: SK pembimbing SKIPSi ......ccoovevviieiieece e 56
2 Surat Penelitian.........coooveiiiiiicc e 57
. Protokol WawanCara ............ccceeererinenieienesesese e 58
© DOKUMENTAST ... 59

XViii



DAFTAR ISl

LEMBAR JUDUL ..ottt i
PENGESAHAN PEMBIMBING ...t I
PENGESAHAN SIDANG ......coveieieiese ettt iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS ..o iv
ABSTRAK ...ttt nreens %
KATA PENGANTAR ..ot vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ...ttt viii
DAFTAR GAMBAR ..ottt ittt XVii
DAFTAR LAMPIRAN Lottt ettt Xviii
DAFTAR IS oottt sb et be e Xix
BAB SATU: PENDAHULUAN
A. Latar Belakang masalah ............c.ccccoooveviiiiiiciiccecce s 1
B. Rumusan Masalah .............cccooviieiieieiie e, 5
C. Tujuan Penelitian .........ccccccoiieeviiieiee e 5
D. Penjelasanisulah. £.8. . B8 1A X b 5
E. Kajian Penelitian 4..0..0 0. 0ok feeceeienedboneennncesnecnabbeneeen 7
F. Metodologi Penelitian ..........ccoocoveiiiiniiiiniiee e 9
G. Sistematika Pembahasan........ccccoo e iieniininnenene s 15

BAB DUA: PENARIKAN BARANG JAMINAN DITINJAU
MENURUT FIKIH MUAMALAH

A. Pengertian Penarikan Barang Jaminan ...........cccecoooevvenenne. 17
B. FUNGST JAMINAN ..ot 17
C. Jaminan Menurut Fikih Muamalah ...........cccocoiiiiiiinne. 18
D. Pengertian Jarah ... 19
E. Dasar Hukum ljarah.................ccocovuevinieiiieieese e 22
F. Rukundan Syarat ljarah ..........cccocoiienininicneicncne 23
G. Sebab batalnya akad ljarah ........ccccvvereeiieireineiesieeieens 26
H. Pengertian akad ljarah Al Muntahiyyah Bittamlik IJARAH

AL MUNTAHIYYAH BITTAMLIK (IMBT) ..oooeviiiivieiieeen 29
I.  Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah...........cccccooevininnnnnnn 34
J. Perbedaan akad ijarah dan akad IJARAH AL

MUNTAHIYYAH BITTAMLIK (IMBT) ...ocvivieeicieeee, 37

BAB TIGA: PEMBAHASAN TERHADAP FIKIH MUAMALAH
TENTANG PENARIKAN MOTOR SECARA
ANGSURAN
A. Pelaksanaan Gambaran Umum Leasing .........cccccoeevevuerrenne 38

XiX



B. Mekanisme Penarikan barang jaminan akibat nasabah

tidak mampu membayar angsuran..........c.cceeceeveeresieereennens 43
C. Tinjauan Fikih Muamalah terhadap penarikan barang
JAMINAN L. 44

BAB EMPAT: PENUTUP

A KESIMPUIAN Lo 51
B. SAraN ... 51
DAFTAR PUSTAKA ..o 53
DAFTAR LAMPIRAN ..ottt 56

XX



BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Dalam kehidupan bermasyarakat kebutuhan manusia sangat beragam,
tentunya tidak terlepas dari masalah muamalat yang dilakukan seperti adanya
jual beli, utang-piutang, sewa-menyewa dan lain sebagainya. Hubungan antara
satu manusia dan manusia lain dalam memenuhi kebutuhan harus terdapat
aturan yang menjelaskan hak dan kewajiban keduanya berdasarkan kesepakatan.
Di mana hak yang harus diperhatikan dan kewajiban yang harus dijalankan oleh
setiap manusia.t

Adanya pembangunan ekonomi yang berkesinambungan, para pelaku
ekonomi baik pemerintah maupun masyarakat, baik perseorangan maupun
badan hukum memerlukan dana yang besar. Seiring dengan kegiatan ekonomi
tersebut, kebutuhan akan pendanaan pun akan semakin meningkat. Kebutuhan
pendanaan tersebut sebagian besar dapat dipenuhi melalui kegiatan pinjam
meminjam.?

Kegiatan pinjam meminjam ini dilakukan perseorangan atau badan
hukum dengan suatu lembaga formal yaitu lembaga bank atau lembaga
nonbank. Saat ini, masih terdapat kesan pada masyarakat bahwa meminjam ke
bank adalah suatu hal yang lebih membanggakan dibandingkan dengan lembaga
formal lain. Tetapi bank tidak cukup ampuh mengingat keterbatasan masyarakat
dalam mencari dana di bank karena syarat-syarat untuk mengambil kredit di
bank lebih rumit dan terperinci dari pada kredit pada lembaga keuangan lainnya.
Menyikapi berbagai kelemahan yang terdapat pada masyarakat untuk

mengambil kredit pada lembaga keuangan bank dalam rangka menyalurkan

L Ahmad Azhar Basyir, Asas-Asas Hukum Muamalat, Ed. Revisi (Yogyakarta: UlI
Press, 2000), him. 11.
2 Adrian Sutedi, Hukum Gadai Syariah (Bandung: Alfabeta, 2011), him. 5.
1



kebutuhan dana yang diperlukan masyarakat, maka muncul lembaga keuangan
bukan bank yang merupakan lembaga penyandang dana yang lebih fleksibel dan
moderat dari pada bank yang dalam hal-hal tertentu tetapi tingkat resikonya
bahkan lebih tinggi.

Lembaga inilah yang kemudian dikenal sebagai lembaga pembiayaan
yang menawarkan model-model formulasi baru dalam hal penyaluran dana
terhadap pihak-pihak yang membutuhkan seperti, leasing, modal ventura,
perdagangan surat berharga dan pembiayaan konsumen yang diatur berdasarkan
PP No. 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan.

Sayangnya, kebutuhan pengaturan dalam praktiknya masih terdapat
kesenjangan yang semakin lama semakin besar, seperti juga banyak bidang
hukum bisnis lainnya. Ada juga sebagian menyebutkan bahwa lembaga
pembiayaan adalah lembaga-lembaga keuangan bukan bank, yang tujuannya
sama, yaitu memulihkan perekonomian nasional sehingga perlu diciptakan iklim
usaha yang kondusif lebih fleksibel dan moderat dari bank dengan
memperhatikan prinsip kehati-hatian, sebagimana disebutkan dalam Permen
Keuangan No. 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan. Lembaga
pembiayaan dibutuhkan dalamproses pembangunan nasional, sehingga perlu
diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 9 Tahun 2009 tentang Lembaga
Pembiayaan yang berlaku tanggal 18 Maret 2009, yang dahulunya diatur dalam
Keputusan Presiden (Keppres) No. 61 Tahun 1988 tentang Lembaga
Pembiayaan, Keppres No. 29 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan.®

Masing-masing kegiatan perusahaan pembiayaan berbeda-beda dan
mempunyai Kkarakteristik sendiri-sendiri, tetapi masih banyak yang terdapat
persamaannya. Karena semuanya memang bertujuan untuk memberi kemudahan

finansial bagi perusahaan lain maupun perorangan.* Pembiayaan konsumen

3 Ahmad Muliadi, Hukum Lembaga Pembiayaan (Jakarta: Akademia Permata, 2013),
him. 3-4.
4 Ibid, him. 4.



merupakan salah satu model pembiayaan yang dilakukan oleh perusahaan
finansial, di samping kegiatan seperti leasing, factoring, kartu kredit dan
sebagainya. Target pasar dari model pembiayaan konsumen ini sudah jelas,
yakni para konsumen. Disamping itu, besarnya biaya yang diberikan per
konsumen relatif kecil, mengingat barang yang dibidik untuk dibiayai secara
pembiayaan konsumen adalah barang-barang keperluan konsumen yang akan
dipakai oleh konsumen untuk keperluan hidupnya. Misalnya barang-barang
keperluan rumah tangga, seperti televisi, lemari es, mobil, dan sebagainya.
Karena itu, resiko dari bisnis pembiayaan konsumen in juga menyebar,
berhubung akan terlibat banyak konsumen dengan pemberian biaya yang relatif
kecil. Ini lebih aman bagi pihak pemberi biaya. Namun demikian, tidak berarti
bahwa bisnis pembiayaan konsumen tidak punya resiko sama sekali. Sebagai
suatu pemberian kredit, resiko tetap ada. Macetnya pembayaran tunggakan oleh
konsumen merupakan hal yang sering terjadi.

Hubungan antara pihak kreditur dengan konsumen adalah hubungan
perjanjian dalam hal ini perjanjian pembiayaan konsumen. Dimana pihak
pemberi biaya sebagai kreditur dan pihak penerima biaya (konsumen) sebagai
pihak debitur. Pihak pemberi biaya berkewajiban utama untuk memberi
sejumlah uang untuk pembelian sesuatu barang konsumsi, sementara pihak
penerima biaya (konsumen) berkewajiban utama untuk membayar kembali uang
tersebut secara cicilan kepada pihak pemberi biaya. Jadi hubungan kontraktual
antara pihak penyedia dana dengan pihak konsumen adalah sejenis perjanjian
kredit. Dengan demikian, sebagai konsekuensi yuridis dari perjanjian kredit
tersebut, maka setelah seluruh kontrak ditandatangani, dan dana sudah dicairkan
serta barang sudah diserahkan oleh suplier kepada debitur, maka barang yang
bersangkutan sudah langsung menjadi milik debitur, walaupun kemudian

biasanya barang tersebut dijadikan jaminan hutang lewat perjanjian fidusia.



Terkait dengan bisnis Lembaga Pembiayaan umumnya apabila pihak
debitur tidak melaksanakan prestasinya sebagaimana terdapat dalam perjanjian
kredit, maka sebelum melakukan eksekusi jaminan, debitur harus dinyatakan
wanprestasi, yang dilakukan oleh pengadilan. Untuk itu kreditur harus
menggugat debitur atas dasar wanprestasi. Tetapi sebelum menggugat debitur,
kreditur harus melakukan somasi terlebih dahulu yang isinya agar debitur
memenuhi prestasinya. Apabila debitur tetap tidak memenuhi prestasinya, maka
kreditur dapat menggugat debitur atas dasar wanprestasi, dengan mana apabila
pengadilan memutuskan bahwa debitur telah wanprestasi, maka kreditur dapat
melakukan eksekusi atas barang jaminan yang diberikan oleh debitur. Tetapi
berbeda dengan isi hukum disini, dimana pihak debitur telah menunggak
pembayaran angsuran, dan motor yang menjadi jaminan langsung ditarik paksa
oleh pihak kreditur tanpa adanya pemberitahuan atau somasi terlebih dahulu.

Dalam pelasanaan akadnya pihak lembaga pembiayaan menggunakan
suatu akad ijarah muntahiyyah bittamlik (IJARAH AL MUNTAHIYYAH
BITTAMLIK (IMBT)). Akad ini telah banyak dipraktekkan oleh orang dan
diyakini membawa banyak manfaat. Oleh karena itu, harus dicarikan solusi agar
transaksi ini dapat terus berjalan dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Dalam Fatwa DSN MUl Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang
pembiayaan pada ayat kedua pada point 4 menyatakan bahwa kesanggupan
memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syari’ah. Serta ayat kedua
pada point 7 sewa atau upah adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar nasabah
kepada LKS sebagai pembayaran manfaat. Sesuatu yang dapat dijadikan harga
dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa atau upah dalam ljarah.

Kasus penarikan motor angsuran secara sepihak tersebut berawal pada
tanggal 17 Oktober 2020 saat Muhammad Arief (debitur) berkendara di wilayah
kecamatan Baiturrahman, Kota banda Aceh, Aceh, tiba-tiba dihampiri oleh

beberapa orang yang mengaku jasa eksternal dari Bussan Auto Finance. Mereka



kemudian menarik paksa kendaraan dengan alasan karena menunggak angsuran
motor.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka dalam hal ini penulis
tertarik untuk melakukan penelitian dalam rangka penulisan skripsi dengan judul
“Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Penarikan Motor Angsuran Secara
Sepihak”.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan
rumusan permasalahan yang menarik untuk dikaji dan dianalisis, yaitu:

1. Bagaimana mekanisme penarikan barang jaminan akibat nasabah tidak
mampu membayar angsuran?

2. Bagaimana tinjauan Fikih Muamalah terhadap penarikan barang jaminan
akibat ketidakmampuan nasabah membayar angsuran di Bussan Auto
Finance?

C. Tujuan Penelitian
Sehubungan dengan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi
tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mekanisme penarikan barang jaminan akibat nasabah
tidak mampu membayar angsuran.

2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan Fikih Muamalah terhadap
penarikan barang jaminan akibat ketidakmampuan nasabah membayar

angsuran di Bussan Auto Finance

D. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalah pahaman dan kekeliruan bagi para
pembaca, maka dibutuhkan suatu penjelasan mengenai maksud istilah — istilah
yang terdapat dari judul proposal ini, yaitu sebagai berikut.

1. Tinjauan adalah kegiatan merangkum sejumlah besar data mentah dan



kemudian mengelompokkan atau memisahkan komponen dan bagian
yang relevan, dan kemudian menghubungkan data yang dikumpulkan
untuk memecahkan masalah. Tinjauan adalah upaya untuk secara
konsisten menggambarkan pola dalam data sehingga hasil analisis dapat
diperiksa, diterjemahkan, dan dibuat bermakna.®

2. Fikih Muamalah

Fikih Muamalah dalam arti luas yaitu, aturan-aturan Allah swt., yang
ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan keduniaan atau
urusan yang berkaitan dengan urusan duniawi dan sosial masyarakat.
Sedangkan Fikih Muamalah dalam arti sempit yaitu, menekankan keharusan
untuk mengatur hubungan antara manusia dengan cara memperoleh,
mengatur, mengelola dan mengembangkan mal (harta benda).®
3. Angsuran

Menurut UU No. 10 tahun 1998, angsuran adalah penyediaan uang
atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan
atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang
mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu
tertentu dengan pemberian
4. DP ( Down Payment)

Down payment (uang muka) berasal dari bahasa Inggris, “Down
payment is a prtial payment made at the time of purchase; the balanced to
be paid later” yaitu sebagian pembayaran yang dilakukan pada awal
pembelian, sementara sisanya akan di bayar kemudian. Berapa lama waktu

pembayaran ditentukan sesuai perjanjian diantara penjual dan pembeli.’

5 Surayin, Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Bandung: Yrama Widya, 2005),
him. 10

® Rachmat Syafe’l, Fikih Mu amalah, (Bandung: CV Pustatka Setia, 2001), him. 7.

7 Abdul Nasir Khoerudin, Pengaruh Kebijakan Standar Uang Muka Sepeda Motor
Terhadap Pendapatan Sopir Angkot (Studi Di Kota Serang), Skripsi di UIN "Sultan Maulana
Hasanuddin" Banten, 2016, him. 2.



Down of Payment (uang muka) adalah sejumlah uang yang dibayarkan
terlebih dahulu sebagai tanda jadi pembelian; panjar; persekot.®

E. Kajian Penelitian

Kajian penelitian ini dimaksud untuk mengemukakan teori-teori yang
relevan dengan masalah yang diteliti. Dari segi ini, maka kajian penelitian
yang akan menjadi dasar pemikiran dalam penyusunan penelitian ini. Penulis
mengambil beberapa sumber buku dan beberapa karya ilmiah lainnya untuk
dijadikan sebagai bahan rujukan guna memperoleh data yang akurat dari
pengetahuan yang mendukung, menggunakan beberapa karya yang berkaitan
serta berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.

Pertama, hasil penelitian ilmiah yang dikaji oleh Devid Frastiawan
Amir Sup, berjudul ““Tinjauan Hukum Islam Terhadap Konsep Cessie Menurut
KUH Perdata”, dalam skripsi ini penulis membahas tentang konsep cessie
yang pada intinya adalah suatu praktik pengalihan kewajiban pembayaran
utang dari pihak pertama ke atau oleh pihak ketiga yang biasanya merupakan
lembaga keuangan atau bank yaitu dengan syarat-syarat tertentu yang harus
mengeluarkan surat atau akta otentik sebagai tanda penguat sebuah perjanjian.®

Kedua, hasil penelitian oleh Hanan Mustofa, berjudul “Tinjauan
Hukum Islam Terhadap Jual Beli Gadai Motor Angsuran ”, yaitu yang berisi
transaksi gadai oleh seorang pembeli pertama yang masih terikat dengan
leasing atau pembayaran angsuran motor angsuran tersebut yang belum lunas
tetapi digadaikan ke pihak lain. Permasalahan dalam penelitian ini juga terkait
dengan pengalihan kepemilikan sementara objek akad padahal objek tersebut

masih belum berada dalam kepemilikan penuh oleh pihak penggadai motor

8 M. Dagum Save, Kamus Besar Ilmu Pengetahuan, Edisi 2, (Jakarta: LPKN, 1997),
Cet- Ke-V, him. 1161.

13 Devid Frastiawan Amir Sup, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Cessie (Pengalihan
Piutang Atas Nama),Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2015



angsuran tersebut. Tidak hanya itu permasalahan ini sangat rentan
menimbulkan wanprestasi dengan gadai yang belum mampu dibayar saat telah
mencapai jatuh tempo seperti yang telah diperjanjikan oleh kedua belah
pihak.°

Ketiga, hasil penelitian olen Nazratul Ula yang berjudul “Mekanisme
Penetapan Harga Dalam Jual Beli Handphone di Peunayong Ditinjau
Menurut Hukum Islam” Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa mekanisme
penetapan harga pada kedua toko handphone berbeda-beda antara toko yang
satu dengan toko yang lainnya. Penetapan harga pada toko pertama
berdasarkan harga yang telah ditetapkan oleh pihak toko sendiri dengan
mempertimbangkan beberapa hal seperti: biaya sewa toko, gaji karyawan,
biaya listrik dan keperluan yang toko butuhkan, sedangkan mekaisme
penetapan harga di toko yang kedua berdasarkan harga yang ditetapkan oleh
distributor. Kedua mekanisme penetapan harga diatas dibolehkan menurut
hukum Islam, karena hukum Islam juga menentukan mekanisme yang khusus
dalam menetapkan harga.*

Keempat, hasil penelitian oleh Hastin Tafrihana Pratiwi yang berjudul
“Tinjauan Hukum Islam Tentang Penanggungan Risiko Barang Jaminan Pada
Pegadaian Syariah”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa walaupun
penjaminan di Pegadaian Syariah didasarkan pada hukum Islam, pada
kenyataannya hukum Islam terbatas pada barang bergerak, tetapi juga pada
barang tidak bergerak. Jaminan keamanan di Pegadaian Syariah sejalan dengan
hukum Islam bahwa jika marhun rusak atau hilang karena kelalaian murtahin,

murtahin  menanggung risiko, memperbaiki kerusakan atau mengganti

0 Hanan Mustofa, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Gadai Motor
pembiayaan, Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2016.

' Nazratul Ula, “Mekanisme Penetapan Harga Dalam Jual Beli Handphone di
Peunanyong Ditinjau Menurut Hukum Islam” Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan
Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2020



kerugian.?

Kelima, hasil penelitian oleh Susanti yang berjudul “Konsep Harga
Lelang Barang Jaminan Gadai Dalam Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada
Pegadaian Syariah Cabang Simpang Patal Palembang)”. Hasil penelitiannya
membahas tentang penetapan harga dalam ekonomi Islam dengan melihat
harga yang wajar yaitu harga yang wajar yang menawarkan perlindungan
terhadap nasabah. Dan konsep harga dalam sistem lelang adalah harga yang
ditetapkan oleh juru lelang dengan melakukan peninjauan ke pasar setempat
dan pasar pusat. Tujuannya untuk menghindari kerugian bagi.*®

Perbedaan penelitian dengan penelitian sebelumnya adalah terkait
objeknya serta merupakan unsur kebaharuan di karya ilmiah terbaru. Dan
karya ilmiah yang terbaru membahas tentang penarikan motor angsuran

secara sepihak.

F. Metodologi Penelitian
Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan
spesifikasi penelitian secara in concreto. Sumber data terdiri dari bahan hukum
primer, sekunder dan tersier. Metode pengumpulan data melalui interview,
literatur maupun studi pustaka, sedangkan metode penyajian data dilakukan
dengan cara deskriptif dan dianalisis secara kualitatif.
1. Pendekatan Penelitian
Pada Penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan deskriptif, yaitu
tipe penelitian yang mendeskripsikan objek penelitian berdasarkan fakta

dan data, serta menganalisisnya melalui konsep-konsep yang telah

12 Pratiwi, Hastin Tafrihana. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Penanggungan Risiko
Barang Jaminan pada Pegadaian Syariah." Skripsi (Universitas Sebelas Maret Surakarta,
2011), him. 71.

13 Susanti, S. “Konsep Harga Lelang Barang Jaminan Gadai Dalam Ekonomi Islam
(Studi Kasus Pada Pegadaian Syariah Cabang Simpang Patal Palembang, Skripsi), (Doctoral
Dissertation, Uin Raden Fatah Palembang). 2016, him. 68.
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dikembangkan sebelumnya, dengan penelitian sebagai instrumen dalam

memecahkan permasalahannya.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research).
Penelitian ini menitikberatkan pada kualitas data dan atau lebih fokus pada
pengamatan dari masalah-masalah yang terjadi sehingga penelitian ini
bertumpu pada data yang diperoleh dari lapangan selanjutnya dilakukan
analisis. Sedangkan, pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah
pendekatan normatif, yaitu pendekatan menggunakan keilmuan dalam
ranah Islamic Studies (fikih, ushul fikih, tafsir, hadis dan sebagainya).
Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data
deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan
perilaku.®®

Di sini pula dilakukan berdasarkan paradigma, strategi, dan
implementasi pendekatan secara kualitatif.’® Yaitu dengan prosedur
penelitian yang menekankan pada kedalaman data dan analisis,
mendapatkan data-data berupa kata-kata dan perilaku narasumber atau
sumber data. Dengan jenis dan model-model pendekatan seperti yang
dijelaskan di atas, penulis terjun langsung ke lapangan melakukan
observasi  masalah ~ dan mendatang narasumber untuk melakukan
wawancara langsung sehingga mendapat informasi serta menemukan

masalah yang nantinya akan didialogkan dengan teori.

14 Aji Damanuri, Metodologi Penelitian Mu “amalah (Ponorogo: STAIN PO Press,
2010),hIm. 6.

15 Lexy Meleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya,
1995), him. 6.

16 Basrofi Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2008).
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3. Sumber Data
Dalam penelitian ini yang dibutuhkan adalah data tentang
pembahasan karya ilmiah yang akan dikaji. Adapun sumber data yang
digunakan atau diperlukan adalah:
a. Sumber data Primer
Sumber data yang diambil peneliti adalah melalui wawancara dan
observasi. Sumber data primer diperoleh langsung dari subyek penelitian
yaitu di sini adalah Bapak Dedy stanzah selaku penjual dan Bapak
Muhammad arief selaku pembeli, Bapak Rahmat Hidayat agen leasing
Bussan Auto Finance. Dalam konteks ini yang menjadi subyek penelitian
adalah pihak-pihak yang terkait akan permasalahan yang diangkat.
b. Sumber Sekunder
Sumber data sekunder yang digunakan adalah bahan yang
didapati dari buku-buku, surat kabar berupaya karya ilmiah seperti
bahan pustaka, jurnal dan lain sebagainya yang terkait dengan
penelitian tersebut.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Interview

Interview (wawancara) adalah salah satu alat yang paling banyak
digunakan untuk mengumpulkan data penelitian kualitatif. Wawancara
memungkinkan peneliti mengumpulkan data yang beragam dari para
responden dalam berbagai situasi dan konteks. Sebagai tindak lanjut
dari pengamatan, peneliti juga melakukan serangkaian wawancara
dengan pihak-pihak yang terkait langsung maupun tak langsung dalam
praktek jual beli motor angsuran dengan angsuran macet. Peneliti
mengadakan wawancara dengan pelaku-pelaku dan yang terkait

dengan praktek ini khususnya pihak yang dianggap berkompeten atau
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mempunyai kapasitas dalam pelaksanaan perdagangan, jual beli dan
hal yang terkait dengan inti permasalahan yang diangkat. Adapun
model wawancaranya dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan
yang diajukan kepada pihak- pihak terkait. Dalam bentuk percakapan
informal, yang mengandung unsur spontanitas, kesantaian, tanpa pola
atau arah yang ditentukan sebelumnya. Menggunakan lembaran berisi
garis besar pokok-pokok topik, atau masalah yang dijadikan pegangan
dalam pembicaraan, yaitu hal-hal yang mengenai praktik jual beli
motor angsuran dengan penarikan motor angsuran secara sepihak,
kafalah dan wanprestasi yang mungkin terjadi di masa depan.
b. Dokumentasi

Data dalam penelitian naturalistik kebanyakan diperoleh dari
sumber manusia melalui observasi dan wawancara, namun dokumentasi
yaitu perolehan data dari sumber non manusia seperti dokumen, foto dan
bahan statistik/teori mengenai jual beli dan wanprestasi yang perlu
medapatkan perhatian selayaknya.’’. Dokumentasi bertujuan untuk
mendapatkan data berupa obyek non manusia yang dapat dijadikan data

acuan terkait masalah yang diteliti.

5. Objektivitass dan Validitas Data

Dalam melakukan penelitian dibutuhkan adanya objektivitas dan
validitas data yang akurat dan sesuai dengan apa yang terjadi dilapangan.
Untuk memperoleh data yang objektif dan valid penulis melakukan

wawancara langsung dengan pihak leasing.

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan

7 Suharsini Arikunto, Prosedur Penelitian (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), him. 326.
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teknik analisis data seperti yang dikemukakan Miles dan Huberman, yang
menyatakan bahwa terdapat tiga macam kegiatan analisis data kualitatif,
yaitu:

a. Reduksi Data (Data Reduction)

Data yang diperoleh di lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk
itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti:
merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal
yang penting, mencari tema dan polanya serta membuang data yang
tidak perlu. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran
yang jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan
data selanjutnya dan mencarinya lagi bila ada data yang diperlukan.

b. Penyajian Data (Data Display)

Setelah data direduksi, maka langkah berikutnya adalah penyajian
data. Display data dalam penelitian kualitatif bisa dilakukan dalam
bentuk: uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan
sebagainya. Miles dan Huberman menyatakan: “The most frequent
form of display data for qualitative research data in the past has
been narative text”, artinya: yang paling sering digunakan untuk
menyajikan data dalam penelitian kualitatif dengan teks yang bersifat
naratif. Selain dalam bentuk naratif, display data dapat juga berupa
grafik, matriks atau network (jejaring kerja).

Fenomena sosial bersifat kompleks dan dinamis sehingga apa
yang ditemukan saat memasuki lapangan dan setelah berlangsung agak
lama di lapangan akan mengalami perkembangan data. Peneliti harus
selalu menguji apa yang telah ditemukan pada saat memasuki
lapangan yang masih bersifat hipotetik itu berkembang atau tidak. Bila
setelah lama memasuki lapangan ternyata hipotesis yang dirumuskan

selalu didukung data pada saat dikumpulkan di lapangan, maka
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hipotesis tersebut terbukti dan akan berkembang menjadi teori yang
grounded.

Teori grounded adalah teori yang ditemukan secara induktif,
berdasarkan data-data yang ditemukan di lapangan, dan selanjutnya
diuji melalui pengumpulan data yang terus menerus. Bila pola-pola
yang ditemukan telah didukung oleh data selama penelitian, maka pola
tersebut menjadi pola yang baku yang tidak lagi berubah. Pola tersebut
selanjutnya didisplaykan pada laporan akhir penelitian
c. Verifikasi dan Penarikan Kesimpulan

Langkah Kketiga adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi
Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan
berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung
pada tahap pengumpulan data berikutnya. Namun bila kesimpulan
memang telah didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat
peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data maka kesimpulan yang
dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel (dapat dipercaya.

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab
rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga
tidak, karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif
masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada
di lapangan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan
adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada.
Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang
sebelumnya masih belum jelas, sehingga setelah diteliti menjadi jelas.®

7. Pedoman Penulisan

Pedoman penulisan berisi uraian tentang referensi yang digunakan

18 Emzir, Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data (Jakarta: Raja Grafindo
Persada, 2010), him. 28.
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sebagai pedoman dalam penulisan skripsi yang berjudul

a) Al-Qur’an dan Terjemahan
Al-Qur’an dan terjemahan adalah Al-Qur’an yang digunakan
sebagai pedoman penulisan dasar hukum utama dalam skripsi, jika
dalam Al-Qur’an tidak dijelaskan secara khusus hukum yang ada,
maka dasar hukum dalam penulisan skripsi dapat diambil dari Hadis.

b) Kamus Besar Bahasa Indonesia

at-ta’jir Kamus Besar Bahasa Indonesia digunakan untuk

menjelaskan pengertian istilah yang terkandung dalam judul skripsi

G. Sistematika Pembahasan

Rencana pembahasan dalam penelitian ini dibagi ke dalam beberapa bab
yang masing-masing bab mempunyai sub-sub bab dan masing-masing bab itu
saling terkait satu sama lainnya, sehingga membentuk rangkaian kesatuan
pembahasan.

Bab pertama yaitu pendahuluan, bab ini merupakan gambaran untuk
memberikan pola dasar pemikiran bagi keseluruhan isi yang ditulis dalam
skripsi ini, meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan
penelitian, penjelasan istilah, kajian penelitian, metodologi penelitian serta
yang terakhir adalah sistematika pembahasan.

Bab kedua yaitu berisi tentang landasan teori, untuk memberi landasan
pada bab berikutnya yang akan dibahas tentang gambaran umum tentang
penarikan sepihak ditinjau menurut Fikih Muamalah. Dalam bab ini dibagi
menjadi beberapa sub bab yaitu mengenai pengertian hukum perikatan, dasar
hukum perikatan, Syarat dan Rukun Hukum Perikatan, Pengertian
Pembiayaan Konsumen, Syarat Ketentuan Pembiayaan, Pengertian Kredit
serta Penyebab dan Resiko Kredit.

Bab ketiga yaitu berisi tentang gambaran umum leasing, mekanisme

penarikan motor angsuran, analisis praktek jual beli motor angsuran dan



tinjauan Fikih Muamalah terhadap penarikan motor angsuran
Bab keempat yaitu Penutup, dalam bab ini merupakan kesimpulan dan

saran dari hasil penelitian yang telah dibahas oleh peneliti.

16



BAB DUA
PENARIKAN BARANG JAMINAN DITINJAU MENURUT FIKIH
MUAMALAH

A. Pengertian Penarikan Barang jaminan

Jaminan adalah harta benda debitur atau pihak ketiga yang berfungsi
sebagai alat pembayaran dalam kasus wanprestasi pihak ketiga.!®

Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 23/69/KEP/DIR tanggal 28
Februari 1991 tentang Jaminan Pemberian Kredit menyatakan bahwa jaminan
adalah "keyakinan bank atas kesanggupan debitur untuk melunasi kredit sesuai
dengan perjanjian. Dengan demikian, jaminan itu adalah tanggungan yang dapat
dinilai dengan uang, yaitu berupa kebendaan tertentu yang diserahkan debitur

sebagai bagian dari perjanjian utang piutang atau perjanjian lain.

B. Fungsi Jaminan

Jaminan pembiayaan memiliki dua tujuan. Yang pertama adalah untuk
membayar utang jika terjadi wanprestasi atas pihak ketiga, yaitu dengan
menguangkan atau menjual jaminan tersebut. Fungsi kedua adalah sebagai
pengukur jumlah pembiayaan yang dapat diberikan kepada pihak kreditur.?

Kreditur sangat membutuhkan jaminan dalam perjanjian utang-piutang
dan kredit karena mereka mempunyai kepentingan untuk memastikan bahwa
debitor akan benar-benar membayar utang.

Jaminan menjamin bahwa jika debitur melakukan wanprestasi sebelum
jatuh tempo pinjaman atau utang tersebut, benda yang dijamin akan dilelang
atau dijual, dan uang yang dihasilkan dari penjualan ini akan diberikan kepada

19 Rinda Asytuti, Isu-isu Kontemporer Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Indonesia
(Pekalongan: CV Duta Media Utama, 2015), him.,135
20 Soebekti, Jaminan-jaminan untuk Pemberian Kredit menurut Hukum Indonesia
(Bandung: Alumni, 1978), h., 29.
17
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kreditur sebagai hasil dari seluruh atau sebagian dari pinjaman atau utang
debitur.

C. Jaminan Menurut Fikih Muamalah
Dalam hukum Islam, jaminan dikenal sebagai kafalah. Kafalah berasal
dari kata-kata al-damanah, hamalah, dan za'amah. Secara terminologi, kata
"menjamin” dan "menanggung" sama-sama merujuk pada jaminan yang
diberikan Kafil (penanggung) kepada pihak ketiga atas kewajiban yang harus
dipenuhi oleh pihak kedua (tertanggung). 2*Dalam kafalah memiliki 3 unsur:
1. Jaminan atas utang seseorang,
2. Jaminan untuk membeli barang, dan
3. Jaminan untuk membawa seseorang ke lokasi
Al-Quran, Al-Sunnah, dan persetujuan para ulama adalah sumber hukum
jaminan (kafalah) menurut syariat Islam.
1. Al-Qur’an

Adapun dasar hukum ini didapat dalam Al-Qur’an, yaitu:

" ° “ AW o - Fyo -1 - S 5 /o - P 2wz o;:'

Sie 5 U5 e Jas 4 e Gl cllal) £ 50 dai | 518
Artinya: “Tempatkanlah Mereka menjawab, “Kami kehilangan cawan raja,

dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh (bahan

makanan seberat) beban unta dan aku jamin itu.”

2. Al-Sunnah
Dalam hal hadis, Rasulullah Saw. menyatakan dalam sebuah hadis

bahwa landasan syariah adalah jaminan, yaitu:
s 30ay il g ally e & i o8 Gl e SY) cpdale e
dadle iad o 03l e (e e O 0 (gle Tl

21 Mardani, Hukum Perikatan di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), him, 189.
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\3124 d\ﬁce:u \)S\AQUJAUAMLJA d\ssctg‘);\a:)\_/\;_au;\
Mlcéms‘&\d” oG A ¢ ;J\_aa)S\ J& c?}S.@LaL;i:

Artinya: "Telah dihadapkan kepada Rasulullah SAW jenazah seorang laki-
laki untuk disalatkan. Rasulullah saw bertanya, 'Apakah ia mempunyai
utang?" Sahabat menjawab, 'Tidak'. Maka, beliau mensalatkannya.
Kemudian dihadapkan lagi jenazah lain, Rasulullah pun bertanya, 'Apakah
la mempunyai utang?' Sahabat menjawab, 'Ya'. Rasulullah berkata,
‘Salatkanlah temanmu itu' (beliau sendiri tidak mau mensalatkannya). Lalu
Abu Qatadah berkata, 'Saya menjamin utangnya, ya Rasulullah’. Maka
Rasulullah pun menshalatkan jenazah tersebut." (HR. Bukhari dari Salamah
bin Akwa).

3. ljtihad Para Ulama

Dalam hal dasar hukum, ijma atau ijtihad ulama menunjukkan bahwa
kaum muslimin telah berijma atau setuju untuk menerima kafalah secara
umum karena kebutuhan atau keinginan manusia untuk satu sama lain.

menolong dan melindungi orang yang berutang.

D. Pengertian ljarah

Akad ijarah seperti juga akad jual beli termasuk bagian dari al-uquud al
musammaah yang sangat diperhatikan hukumnya secara khusus oleh syariat
Islam dari sisi karakter akadnya. Akad ijarah berbeda dengan transaksi jual beli
karena sifatnya temporal, sedangkan jual beli bersifat permanen karena
pengaruhnya dapat memindahkan kepemilikan suatu barang.

ljarah menurut bahasa adalah jual beli manfaat, sedangkan secara
syaramempunyai makna sama dengan bahasa. Oleh karenanya, Hanafiyah
mengatakan bahwa iiarah adalah akad atas manfaat disertai imbalan.?

Sebagaimana tidak sah ta'lig (menggantungkan) dalam jual beli maka ta'liq

22 Takmilah Fathul Qadiir, Vol. VII, him.145; al-Badaa'i’, Vol. IV him.174; Tabyinul
Hagaaig, vol. V, him.105; Haasyiyah Ibnu Abidin, VVol. V, him. 1.



20

dalamijarahjuga tidak sah. Akan tetapil menurut mayoritas fugaha,
menyandarkanijarah ke masa akan datang hukumnya sah. Berbeda dengan iual
beli sebagaimana disebutkan dalam masalah sebelumnya.

Adapun ulama Syafi'iyah melarang menggantungftan ijarah atas barang
ke masa akan datang sebagaimana larangan dalam jual beli, kecuali
menggantungkan iiarah atas tanggungan. Misalnya, "Saya mewajibkan dirimu
membawa barangku ke negeri ini atau sampai bulan sekian." Hal itu karena
barang dalam tanggungan dapat menerima penundaan, seperti melakukan akad
salam pada suatu barang yang diserahkan pada waktu tertentu.

Pendapat ulama Syafi‘iyah yang paling benar (al-ashoh) dalam masalah
iiarah atas barang, juga membolehkan seorang pemilik untuk memperbarui masa
sewa bagi penyewa barang sebelum berakhirnya akad, dikarenakan dua masa
sewa itu berkaitan dengan satu pembayaran.?®

Syafi'iyah mendefinisikan ijarah sebagai akad atas suatu manfaatyang
mengandung maksud yang tertentu, mubah, serta dapat didermakan dan
kebolehan dengan pengganti tertentu. Kata "manfaat" berfungsi untuk
mengeluarkan akad atas barang karena barang hanya berlaku pada akad jual beli
dan hibah. Kata "manfaat" untuk mengeluarkan manfaat tidak bernilai, seperti
menyewa seseorang untuk mengucapkan kata-kata membuat capek. Kata "yang
tertentu” mengeluarkan akad mudharabah dan ji'alah (sayembara) atas pekerjaan
yang tidak jelas. Kata "dapat didermakan™ mengeluarkan manfaat kemaluan
perempuan karena akad atas barang ini tidak disebut iiarah. Dan, kata "dengan
pengganti tertentu” mengeluarkan akad hibah, wasiat, syirkah (kongsi), dan

ijarah (peminjaman).?*

23 Mugnil Muhtaaj, vol. 11, him. 338.
24 Mughnil Muhtaaj, vol.2 him. 332
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Ulama Malikiyah mendefinisikan ijarah sebagai memberikan hak
kepemilikan manfaat sesuatu yang mubah dalam masa tertentu disertai
imbalan.?® Definisi ini sama dengan definisi ulama Hanabilah.?®

Karena akad ijarah adalah penjualan manfaat, maka mayoritas ahli figih
tidak membolehkan menyewakan pohon untuk menghasilkan buah karena buah
adalah barang sedangkan ijarah adalah menjual manfaat bukan menjual barang.
Begitu pula tidak boleh menyewakan kambing untuk diambil susunya, minyak
saminnya, bulunya, atau anaknya, karena semuanya bagian dari barang sehingga
tidak boleh dilakukan dengan akad ijarah. Begitu pula tidak boleh menyewa air
di sungai, sumur kanal, atau sumber air, karena air adalah barang sehingga tidak
boleh disewa. Begitu pula menyewakan tempat belukar yang terdapat air untuk
memelihara ikan, menanam tumbuhan, memancing, dan sebagainya, karena
semua itu adalah barang. Dengan demikian, tidak boleh menyewakan kolam
atau telaga kecil untuk memancing.?’

Dan ijarah ada dua jenisnya yaitu ijarah al ‘ain (ijarah atas manfaat) dan
ijarah ad-dzaimah (ijarah atas pekerjaan).

1. ljarah atas manfaat atau ijarah al ‘ain disebut juga sebagai sewa-
menyewa. ljarah bagian pertama ini objek akadnya ialah manfaat dari
bendpekerjaan a itu sendiri.

2. ljarah atas pekerjaan adalah penyewaan yang dilakukan atas pekerjaan
tertentu, seperti membangun bangunan, menjahit baiu, membawa
barang ke tempat tertentu, mewarnai baju, memperbaiki sepatu, dan

sebagainya

25 Asy-Syarhull Kabiir vol.4 him. 2; al-Furuug,vol. 4 him. 4.

% Al-Mughni,vol.5 hlm. 398; Ghaayatul Muntahaa, vol.2, him.190; Kasysyaafut
Qinaa',vol.3, him. 537

21 Al-Badaa'i', voL 4, him.175
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E. Dasar Hukum ljarah

Al-Tjarah dalam bentuk sewa-menyewa maupun dalam bentuk
upahmengupah merupakan muamallah yang telah disyariatkan dalam Islam.
Dasar-dasar hukum ijarah ada berbagai macam, yaitu Al-Qur’an, Hadis, dan

Ijma’ Adapun dasar hukum ijarah yang didasarkan AI-Qur’an yaitu'
g T
éﬂwa)\uuu@muxm.ﬂ‘f;u@_’&: \jssﬂﬁdm&_ljj\usdb
M&Mﬁﬂwu‘}ujﬂﬁ\} ‘}UAJP‘UA)AA
287 U5 ;s\
Artinya: “Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal
menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk
menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq)
itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka
bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anakmu untukmu maka
berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu

(segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka
perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.” (Q.S. At-Talaqg: 6).

Dalam kitab Ath-Thabari dijelaskan bahwa maksudnyna adalah jika para
istri kalian yang telah kalian cerai dengan thalak ba'in itu menyusukan anak
kalian dengan upahnya maka berikan upahnya kepada mereka. Bisyr
menceritakan kepada kami, dia berkata: Yazid menceritakan kepada kami, dan

dia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami dari Qatada tentang firman Allah:
“L}“JJTA\ O’“)ﬂé éﬁ L/);‘;"j)\ u}-ﬁ yang berarti “jika mereka menyusukan

(anak-anak)mu untukmu maka berikanlan kepada mereka upahnya”, ia berkata

"Dialah yang lebih berhak upah atas penyusuan anaknya, sebagaimana anak itu

disusui orang lain.”?®

28 Departemen Agama RI, Alquran dan Terjemahnya (Bandung: Gema Risalah Press,
1989), him. 947.
29 |bnu Jarir, Ath-Thabari, Kitab Tafsir Ath-Thabari, jilid 25, him. 191.
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Dan juga ada dasar hukum yang berasal dari suatu hadis. Hadis tersebut
memuat tentang ijarah. Serta salah satu hadisnya diriwayatkan oleh Ibnu Majah,
yaitu:

30282 Cang G U8 8541 5G]
Artinya: “Berikan kepada secorang pekerja upahnya sebelum keringatnya
kering.” (H.R. Ibnu Majah, Shahih).

Adapun dasar hukum lainnya adalah dari ijma’. Ijma’ adalah
kesepakatan (penerimaan) diantara orang-orang tertentu, yaitu para mujtahid,
dan yang bukan mujtahid tidak diperhitungkan kesepakatan atau
penolakannya.®! Dan adapun dasar dari ijma“ adalah bahwa ulama Islam mulai
dari sahabat, tabi“in dan imam yang empat sepakat disyari’atkannya ijarah. lbnu
Qudamah rahimahullah menyatakan bahwa ulama dari seluruh generasi dan di

seluruh negeri sepakat diperbolehkannya ijarah.®?

F. Rukun dan Syarat ljarah

Rukun ijarah menurut Hanafiyah adalah ijab dan gabul, yaitu dengan
lafal ijarah, isti'jar, iktiraa' dan ikraa'. Sedangkan rukun ijarah menurut
mayoritas ulama®® ada empat, yaitu dua pelaku akad (pemilik sewa dan
penyewa), sighah (iiab dan gabul), upah, dan manfaat barang.

Dalam akad ijarah ada empat macam syarat sebagaimana dalam akad
jual beli, yaitu syarat wujud (syarth al-in‘igaad), syarat berlaku (syarth an-
nafaadz), syarat sah (syarth ash-sihhah), dan syarat kelaziman (syarth al-
luzuum).

1. Syarat wujud (syarth al-in'igaad),

30 Al-Hafid Ibnu Hajar, Terjemah Bulughul Maram (lbnu Hajar AlAsgalani), Cet 1,
(Jakarta: Pustaka Amani, 1995), him. 361

31 Amir Syariffudin, Usul Fikih Jilid 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009),
him. 389.

32 |bnu Qudamah, al-Mughani, juz V11, him.6.

33 Al-gawaniin al-Fikihiyyah, him.274; Mugnil Muhtaaj, vol. 2 him. 332



24

Ada tiga macam syarat wujud; sebagian berkaitan dengan pelaku
akad, sebagian berkaitan dengan akad sendiri, dan sebagian lagi berkaitan
dengan tempat akad. Dan hanya akan menyebutkan syarat yang berkaitan
dengan pelaku akad, yaitu berakal (pelaku akad orang yang berakal).
Sebagaimana dalam jual beli, akad ijarah yang dilakukan oleh orang gila,
atau anak kecil tidak mumayyiz adalah tidak sah. Menurut ulama
Hanafiyah, mencapai usia balig tidak termasuk syarat wujud ataupun syarat
berlaku. Jika ada anak kecil mumayyiz yang menyewakan harta atau
dirinya, maka apabila diizinkan oleh walinya maka akad itu dianggap sah;
dan apabila ia dibatasi hak membelanjakan hartanya, maka tergantung pada
izin walinya.

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa mencapai usia mumayyiz
adalah syarat dalam ijarah dan jual beli, sedangkan balig adalah syarat
berlaku (syarth an-nafaadz). Jika ada anak yang mumayyiz menyewakan
diri atau hartanya, maka hukumnya sah dan akad itu digantungkan pada
kerelaan walinya.*

Adapun ulama Syaf iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa syarat
taklif (pembebanan kewajiban syariat), yaitu balig dan berakal, adalah
syarat wujud akad ijarah karena merupakan suatu akad yang memberikan

hak kepemilikan dalam kehidupan sehingga sama dengan jual beli.*®

2. Syarat berlaku (syarth an-nafaadz),

Syarat berlaku akad, ijarah adalah adanya hak kepemilikan atau
kekuasaan (al-wilaayah). Akad ijarah yang dilakukan oleh seorang fudhuli
(orang yang membelanjakan harta orang lain tanpa izinnya) adalah tidak sah

karena tidak adanya kepemilikan atau hak kuasa. Menurut Hanafiyah dan

3 A'la’mul Muwagqi'iin, Vol. 2, hlm.15
3 Ary-Syorhul Kabiir, Vol.4, him. 3.
3 Mugnit Muhtaaj, Vol. 2, him. 332, al - Mughni, v 01.5, him. 398.
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Malikiyah, akad ini digantungkan pada persetujuan dari pemilik
sebagaimana berlaku dalam jual beli. Hal ini berbeda dengan pendapat
ulama Syafi'iyah dan Hanabilah.

Terdapat beberapa syarat agar sebuah persetujuan dari pemilik dapat
berlaku pada akad ijarah yang tergantung, di antaranya adanya wujud objek
ijarah. Jika ada seorang fudhuli melakukan akad ijarah lalu mendapatkan
per setujuan dari pemilik, maka perlu diperhatikan hal berikut.®’

Jika persetujuan atas akad tersebut terjadi sebelum manfaat barang
digunakan, maka akad ijarah itu sah dan pemilik barang berhak atas
upahnya karena objek akadnya ada. Sebaliknya, jika persetujuan atas akad
terjadi setelah manfaat barang digunakan, maka akad itu tidak sah dan upah
dikembalikan ke pelaku akad, karena objek akad telah lenyap sehingga
tidak ada pada saat pelaksanaan akad ijarah. Maka akad itu menjadi tidak
ada karena tidak terdapat objek akadnya sehingga akad ijarah-nya tidak
sah-sebagaimana yang kita ketahui dalam akad jual beli. Dengan demikian,
pelaku akad fudhuli dianggap sebagai pelaku ghashab ketika ia
mengembalikan barang kepada pemiliknya.

3. Syarat sah (syarth ash-sihhah), dan

Yaitu ijarah yang objek akadnya ialah pekerjaan. ljarah atas
pekerjaan adalah penyewaan yang dilakukan atas pekerjaan tertentu. ljarah
seperti ini menurut fugaha hukumnya boleh apabila jenis pekerjaannya
jelas, seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik dan lain
sebagainya.

Syarat sah ijarah berkaitan dengan pelaku akad, objek akad, tempat,
upah, dan akad itu sendiri. Di antara syarat sah akad ijarah adalah sebagai

yaitu:

37 Al-Badaa ‘i, Vol.4. him. 177.
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a) Kerelaan kedua pelaku akad.

b) Hendaknya objek akad (yaitu manfaat) diketahui sifatnya guna
menghindari perselisihan.

c) Hendaknya objek akad dapat diserahkan baik secara nyata (hakiki)
maupun syara’.

d) Hendakanya manfaat yang dijadikan oblek ijarah dibolehkan secara
syara’.

e) Hendaknya pekeriaan yang ditugaskan bukan kewajiban bagi
penyewa sebelum akad ijarah.

f) Orang yang disewa tidak boleh mengambil manfaat dari
pekerjaannya.

g) Manfaat dari akad itu harus dimaksudkan dan bisa dicapai melalui

akad ijarah.

4. Syarat kelaziman (syarth al-luzuum).
Diisyaratkan dua hal dalam akad ijarah agar akad ini menjadi lazim
(mengikat), yaitu:
a) Terbebasnya barang yang disewakan dari gacat yang merusak
pemanfaatannya.
b) Tidak menjadi alasan yang membolehkan memfasakh (membatalkan)

ijarah.

G. Sebab batalnya akad ljarah
Menurut jumhur ulama ada beberapa macam-macam berakhirnya suatu
akad ijarah, yaitu:
1. ljarah habis
Menurut ulama Hanafiyah, seperti dengan meninggalnya salah satu

pelaku akad. Hal itu karena warisan berlaku dalam barang yang ada dan
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dimiliki. Selain itu, karena manfaat dalam ijarah itu terjadi setahap demi
setahap, sehingga ketika muwarrits (orang yang mewariskan) meninggal
maka manfaatnya menjadi tidak ada, yang karenanya ia tidak menjadi
miliknya, dan sesuatu yang tidak dimilikinya mustahil diwariskannya. Oleh
karena itu, akad ijarah perlu diperbaharui dengan ahli warisnya, hingga
akadnya tetap ada dengan pemiliknya. Akan tetapi, jika wakil dalam akad
meninggal, maka ijarahnya tidak batal, karena akad bukan untuk wakil,
tetapi dia hanya orang yang melakukan akad. Jika perempuan tukang
menyusui atau bayi yang disusui meninggal, maka ijarah-nyahabis karena
masing-masing mereka diiadikan akad. Sedangkan menurut jumhur ulama,
akad ijarah tidak batal (fasakh) dengan meninggalnya salah satu pelaku
akad, karena akadnya adalah akad lazim (mengikat) seperti jual beli. Yaitu
bahwa penyewa memiliki kepemilikan yang lazim atas manfaat barang
dengan sekaligus, maka hal itu dapat diwariskan darinya. Akan tetapi,
ijarah dapat batal dengan meninggalnya perempuan tukang menyusui atau
bayi yang disusui, karena hilangnya manfaat dengan rusaknya sumbernya,
yaitu perempuan yang menyusui. Selain itu, karena sulithya memperoleh
ma'quud ‘alaih (objek akad), karena tidak mungkin menempatkan bayi lain
sebagai penggantinya.®

2. ljarah juga habis dengan adanya pengguguran akad (igalah).

Hal itu karena akad ijarah adalah akad mu‘awadhah (tukar-menukar)
harta dengan harta, maka dia memungkinkan untuk digugurkan seperti jual
beli.

3. ljarah habis dengan rusaknya barang yang disewakan jika spesifik

Seperti rumah atau binatang tunggangan yang spesifik atau rusaknya

barang yang dijadikan sebab sewa-seperti baju yang disewakan untuk

% Bidaayat al-Mujtahid, Vol. Il, him. 227, asy-Syarhul Kabiir ti ad-Dardiir, vol.lY
him. 30, al-Muhadzdzab, vol. I, him. 406, al-Mughni, vol. V hlm. 456, al-Qawaaniin al-
Fikihiyyah, him. 278.
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dijahit atau diputinkan karena tidak mungkin mengambil ma'quud'alaih
(yaitu manfaat) setelah barang itu rusah sehingga tidak ada gunanya
melanjutkan akad. Adapun ijarah atas binatang tunggangan yang tidak
spesifik untuk membawa barang atau ditunggangi, kemudian penyewa
menerima binatang tersebut, dan kemudian binatangnya mati, maka ijarah-
nyatidak batal. Orang yang menyewakan wajib mendatangkan binatang
yang lainnya untuk membawa barang dan dia tidak dapat mem-fasakh akad.
Hal itu karena ijarah-nya teriadi untuk manfaat dalam tanggungannya dan
orang yang menyewakan tidak sulit untuk memenuhi kewajibannya dalam
akad, yaitu membawa barang ke tempat tertentu. Ini merupakan
kesepakatan mazhab-mazhab yang empat.3®

Imam Zaila'i berkata dengan mengambil pendapat Muhammad ibnul-
Hasan, "Menurut pendapat yang paling shahih bahwa ijarah tidak batal
dalam masalah-masalah ini, karena manfaat-manfaatnya yang telah hilang
dapat dimungkinkan kembali lagi. Halaman rumah setelah bangunan rumah
runtuh masih mungkin untuk ditempati dengan mendirikan kemah dan
sebagainya." Secara eksplisit, pendapat ini adalah paling shahih menurut
ulama-ulama Hanafiyah, yaitu bahwa ijarah tidak batal dengan sebab
kekuatan yang memaksa, seperti hancurnya seluruh rumah. Hal ini
berdasarkan perkataan penulis Kitab ad-Durrul Mukhtaar dan dikuatkan oleh
perkataan Ibnu Abidin, "jika rumahnya han cur, maka seluruh upahnya
hilang (gugur) dan ijarah-nya tidak batal selama penyewa tidak
membatalkannya. Ini adalah pendapat yang paling shahih: lbnu Abidin
menambahkan, "Penyewa memiliki hak membatalkannya tanpa kehadiran
orang yang menyewakan jika seluruh rumah yang disewakan hancur. Akad

iiarah ini tidak batal selama dia tidak membatalkannya. Ini adalah pendapat

3% Al-Badaa'i', Vol. IV him. 196, 223, Ghaayatul Muntahaa, Vo. I1, him. 210.
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yang shahih. Hal itu karena memungkinkannya untuk mendirikan tenda di

atasnya."

4. ljarah habis dengan sebab habisnya masa ijarah kecuali karena uzur
(halangan)

Karena sesuatu yang ditetapkan sampai batas tertentu maka ia
dianggap habis ketika sampai pada batasnya itu. Oleh karenanya, akad
ijarah meniadi batal dengan sebab habisnya masa ijarah kecuali jika di sana
terdapat uzur (halangan), seperti masa ijarah habis dan di tanah yang
disewa terdapat tanaman yang belum dapat dipanen. Dalam hal ini tanaman
tersebut dibiarkan sampai bisa dipanen dengan kewajiban membayar upah
umum.*® Habisnya ijarah dengan sebab habis masanya secara global adalah

pendapat yang disepakati oleh para fugaha.

H. Pengertian akad ljarah Al Muntahiyyah Bittamlik (IJARAH AL
MUNTAHIYYAH BITTAMLIK (IMBT))

ljarah al muntahiyah bit tamlik yang berarti sewa keuangan dengan opsi
pembelian atau akad sewa menyewa yang berakhir dengan kepemilikan pada
dasarnya merupakan istilah kontemporer yang jarang ditemukan oleh para
Fugaha masa lalu. Dalam menemukan pengertiannya pertama-tama harus
mengurai kata-kata yang terkadung didalamnya (secara etimologi). Setelah itu,
kita dapat membuat kesimpulan tentang definisi secara terminologi. Menurut
susunan kata, ljarah Al Muntahiya bit Tamlik terdiri dari kata at-ta’jiir / ijarah
(sewa) dan at-tamliik / kepemilikan.

Menurut istilah bahasa, at-za jiir berasal dari kata al-ajr, yang berarti
imbalan atas sebuah pekerjaan dan juga dimaksudkan untuk pahala.** Ijarah

adalah istilah untuk upah, yaitu suatu yang diberikan sebagai upah untuk

40 Al-Badaa'l, Ghaayatul Munuhaa..., hlm. 218.
41 Adiwarman Kharim, Bank Islam: Analisis Figih dan Keuangan (Jakarta: PT. Raja
Grafindo Persada, 2004), hal. 128.
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pekerjaan. Sementara, dalam istilah para ulama, ijarah adalah suatu akad yang
mendatangkan manfaat yang jelas lagi mubah berupa suatu dzat yang ditentukan
atau yang disebutkan dalam sebuah tanggungan, atau akad terhadap pekerjaan
yang jelas dengan imbalan yang jelas dan tenggat waktu yang jelas.*?

Sementara kata "at-tamliik" secara bahasa berarti: memberi orang lain
sesuatu. Namun, secara bahasa, istilah itu tidak berubah dari artinya. Dan at-
tamliik dapat berarti memiliki sesuatu atau manfaat, baik dengan ganti atau
tidak. Jika seseorang memiliki sesuatu dengan adanya ganti, itu disebut jual beli;
sebaliknya, memiliki manfaat dengan adanya ganti disebut persewaan. Menurut
Habsi Ramli, ijarah mumtahiyah bittamlik adalah akad sewa menyewa antara
pemilik dan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas properti yang
disewakannya serta kemungkinan untuk mengalihkan properti tersebut pada titik
tertentu sesuai dengan perjanjian sewa.*

Sementara itu, ijarah mumtahiyah bittamlik diartikan oleh undang-
undang atau lembaga instansi Indonesia sebagai berikut:

1. Pengertian akad pembiayaan IJARAH AL MUNTAHIYYAH BITTAMLIK

(IMBT) berdasarkan undang-undang

Menurut pasal 19 ayat (1) UU Perbankan Syariah, yang dimaksud

dengan akad ljarah Muntahiyya Bittamlik adalah akad penyediaan dana

untuk memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa
melalui transaksi sewa dengan opsi pemindahan kepemilikan barang
tersebut.**Pembiayaan ljarah Muntahiyya Bittamlik adalah salah satu
jenis operasi bank syariah atau lembaga keuangan syariah yang

beroperasi berdasarkan prinsip syariah.

42 Muhammad Syafi’l Antonio, Bank Syariah: dari Teori ke Praktik, (Jakarta: Gema
Inzani dan Tazkia Cendekia, 2001) hal. 117.

43 Hashi Ramli, Teorii Dasar Akutansi Syariah (Jakarta:Renaisan 2005), hal,63.

4 Wangsawidjadja, Pembiayaan Bank Syariah, (Jakarta: Kompas Gramedia Building,
2012), him. 267-268.
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2. Pengertian Akad Pembiayaan [JARAH AL MUNTAHIYYAH
BITTAMLIK (IMBT) berdasarkan ketentuan Bank Indonesia
Berdasarkan lampiran surat edaran Bank Indonesia No. 5/26/ BPS/2003
tentang Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia halaman 111,
yang dimaksud dengan ljarah Muntahiya Bittamlik adalah perjanjian
sewa-menyewa suatu barang antara lessor/ muajjir (pemberi sewa)
dengan lessee/musta’jir (penyewa) yang diakhiri dengan perpindahan
hak milik objek sewa.*®
3. Pengertian Akad Pembiayaan ljarah Muntahiya Bittamlik Berdasarkan
Fatwa Dewan Syariah Nasional
Berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional No. 27/DSNMUI/ 111/2002
tentang ljarah Al-Muntahiyya Bi Al-Tamlik, yang dimaksud dengan
sewa beli (ijarah al-muntahiya bi al-tamlik), yaitu perjanjian sewa
menyewa yang disertai opsi pemindahan hak milik atas benda yang
disewa, kepada penyewa, setelah selesai masa sewa.*®
Berdasarkan Buku Kodifikasi Produk Perbankan Syariah, Lampiran
SEBI No. 10/31/ DPbS tanggal 7 Oktober 2008 Perihal Produk Bank Syariah
dan Unit Usaha Syariah PBI No. 10/17/PBI1/2008 tanggal 25 September 2008,
yang dimaksud dengan ljarah Muntahiya Bittamlik adalah transaksi sewa adalah
transaksi antara penyewa dan pemilik properti untuk mendapatkan imbalan atas
properti dengan opsi untuk memindahkan objek sewanya.

Dalam ketentuan butir 111.7.d Surat Edaran Bank Indonesia No.
10/14/DPbS tanggal 17 Maret 2008 Perihal Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam
Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank

Syariah ditegaskan bahwa pelaksanaan pengaihan kepemilikan dan atau hak

4 Kamus Istilah Keuangan dan Perbankan Syariah Bank Indonesia, 2006, him 21.
4% Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 27/DSN-MUI/I11/2002 tentang Al-ljarah
AlMuntahiyah bit Al-tamlik.
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penguasaan objek sewa dapat dilakukan setelah masa sewa yang disepakati oleh
bank dan penyewa selesai.

Berdasarkan pengertian akad ijarah Muntahiya Bittamlik baik oleh para
tokoh dan Undang-Undang yang berlaku maka dapat disimpulkan bahwa ijarah
Muntahiya Bittamlik adalah perjanjian sewa-menyewa antara bank sebagai
pemberi sewa dan nasabah sebagai penyewa atas suatu barang yang menjadi
objek sewa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa oleh nasabah kepada
bank, yang mengikat bank untuk mengalihkan kepemilikan objek sewa kepada
penyewa setelah selesai masa sewa; Bank syariah wajib melaksanakan
pembiayaan akad ijarah Muntahiya Bittamlik harus sesuai dengan prinsip
syariah dan ketentuanketentua Bank Indonesia yang berlaku; Dalam transaksi
pembiayaan berdasarkan akad [jarah Muntahiya Bittamlik tidak dimungkinkan
barang yang dibiayai dibalik nama atas nama nasabah sejak awal sebelum masa
sewa berakhir; Resiko yang dihadapi olehbank syariah apabila menggunakan
akad pembiayaan ijarah al-Muntahiya Bittamlik yang bertentangan dengan
hukum serta prinsp-prinsip syariah maka yang terjadi adalah berlakunya azas
hukum batal demi hukum.

ijarah al-Muntahiya bit Al-Tamlik adalah perpaduan antara kontrak jual
beli dan sewa, lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan
barang di tangan si penyewa. Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang ijarah al-
Muntahiyah bit Al-tamlik sebagaimana tertuang dalam fatwanya Nomor:
27/DSN-MUI/111/2002 mendefinisikan akad ini adalah akad penyediaan dana
dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa
berdasarkan transaksi sewa dengan opsi pemindahan kepemilikan barang kepada

pihak penyewa.*’

47 Muhammad Syafi“i Antonio, Bank Syariah Dari Teori ke Praktek, (Jakarta: Gema
Insani, 2001), h. 117
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Fatwa ini ditetapkan dengan pertimbangan bahwa dewasa ini dalam
masyarakat telah umum dilakukan praktik sewa beli, yaitu perjanjian sewa
menyewa yang disertai dengan opsi pemindahan hak milik atas benda yang
disewa kepada penyewasetelah selesai masa sewa. Selain itu fatwa ini
dimaksudkan untuk memberi pedoman kepada perbankan Syari“ah dalam
operasionalisasi produknya agar sesuai dengan Syari“ah.*®

Dalam al-Ijarah al-Muntahiya bi al-Tamlik, pemindahan hak milik
terjadi dengan salah satu dari dua cara yaitu:

1. Pihak yang menyewakan berjanji akan menjual barang yang disewakan
tersebut pada akhir masa sewa.

2. Pihak yang menyewakan berjanji akan menghibahkan barang tersebut
pada akhir masa sewa

Pilihan untuk menjual barang diakhir masa sewa biasanya diambil
apabila kemampuan finansial penyewa untuk membayar sewa relatif kecil.
Karena sewa yang dibayar relatif kecil, akumulasi nilai sewa yang sudah
dibayarkan sampai akhir periode sewa belum mencukupi harga beli barang
tersebut dan margin laba yang ditetapkan oleh bank. Karena itu untuk menutupi
kekurangan tersebut apabila pihak penyewa ingin memiliki barang tersebut,
maka ia harus membeli barang tersebut diakhir periode.*°

Sedangkan pilihan untuk menghibahkan barang diakhir masa sewa
biasanya diambil bila kemampuan finansial penyewa untuk membayar sewa
relatif lebih besar. Karena sewa yang dibayarkan relatif besar jumlahnya,
edangkan akumulasi sewa diakhir periode sewa sudah mencukupi untuk

menutup harga beli barang dan margin laba yang telah ditetapkan oleh bank.

48 Rahmani Timorita Yulianti, Pola Ijtihad Fatwa Dewan Syari“ah Nasional MUI
tentang Produk Perbankan Syari“ah, (Jurnal Ilmiah La RibaJurnal Ekonomi IslamVol. I, No. 1,
(Juli 2007)

4 Shalah ash-Shawi dan Abdullah Al-Muslih, Fikih Ekonomi Keuangan Islam,
(Jakarta: Darul Hag), him. 234.
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Dengan demikian penyewa dapat menghibahkan barang tersebut diakhir masa

periode sewa kepada pihak penyewa.

Nilai sewa yang berlaku harus berdasarkan harga barang dan besarnya

cicilan barang tersebut, sehingga dapat diketahui berapa harga jual di akhir masa

menyewakan atau apakah dapat langsung dengan hibah.

I.  Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Ketentuan akad Al-ljarah al-Muntahiya bi Al-Tamlik telah di atur dalam

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam pasal 322-329.%° Lebih jelasnya

adalah sebagai berikut:

1.

Pasal 322 “rukun dan syarat dalam ijarah dapat diterapkan dalam
pelaksanaan Al-ljarah al-Muntahiya bi Al-Tamlik.

Pasal 323 dalam ayat (1) Akad Al-ljarah al-Muntahiya bi Al-Tamlik
atas suatu benda antara mu’jir (pihak yang menyewakan) dengan
musta’jir (pthak penyewa) diakhiri dengan kepindahan kepemilikan, (2)
Pemindahan kepemilikan sebagaimana ditetapkan dalam ayat (1), dapat
dilakukan dengan akad bai’(pembelian) atau hibah.

Pasal 324 ayat (1) ljarah Muntahiyah bi Tam lik harus dinyatakan
secara eksplisit dalam akad. Dan ayat (2) Akad pemindahan
kepemilikan hanya dapat dilakukan setelah masa Al-ljarah al-Muntahiya
bi Al-Tamlik berakhir.

Pasal 325 menyebutkan bahwa Musta’jir (pihak penyewa) dalam akad
Al-ljarah al-Muntahiya bi Al-Tamlik dilarang menyewakan dan/atau
menjual ma’jur kecuali ditetapkan lain dalam akad.

Pasal 326 berbunyi harga ijarah dan pembelian objek akad ijarah

muntahiyah bi tam lik ditetapkan dalam akad.

%0 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), (Jakarta, 2011), him. 86-87.
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6. Pasal 327 pada ayat (1) Pihak mu’ajir dapat melakukan penyelesaian
akad ijarah melunasi pembiayaan sesuai tenggat waktu yang
muntahiyah bitamlik bagi musta’jir yang tidak mampu disepakati. (2)
Penyelesaian sebagaimana dalam ayat (1) dapat dilakukan melalui
shulh/damai dan/atau pengadilan.
7. Pasal 328 berbunyi Pengadilan dapat menentukan untuk menjual ma’jur
(objek ijarah) muntahiyah bi tam lik yang tidak dapat dilunasi oleh
musta’jir dengan harga pasar untuk melunasi utang musta’jir (pihak
penyewa).
8. Pasal 329 ayat (1) Apabila harga jual ma’jur dalam Al-ljarah al-
Muntahiya bi Al-Tamlik melebihi sisa utang, maka pihak mu’ajir harus
mengembalikan sisanya kepada musta’jir. Ayat (2) Apabila harga jual
ma’ju r dalam ljarah Muntahiyah bi Tam lik lebih kecil dari sisa utang,
maka sisa utang tetap wajib dibayar oleh musta’jir. Ayat (3) Apabila
musta’jir sebagaimana dalam ayat (2) tidak dapat melunasi sisa
utangnya, Pengadilan dapat membebaskannya atas izin pihak mu’ajir.
Sedangkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) menjelaskan
IJARAH AL MUNTAHIYYAH BITTAMLIK (IMBT) pada pasal 323 yaitu Dalam
akad Al-ljarah al-Muntahiya bi Al-Tamlik suatu benda antara Mua“jir/pihak
yang menyewakan dengan Musta“jir/pihak penyewa diakhiri dengan pembelian
ma“jur/obyek ijarah oleh musta“jir/pihak penyewa.

ljarah yang termasuk akad dalam bidang jasa sekarang ini telah
diperluas dengan dihubungkan konsep intigal al-milkiyah (berpindah
kepemilikan), oleh karena itu salah satu jasa yang berkembang dalam ekonomi
syariah adalah produk Al-Jjarah al-Muntahiya bi Al-Tamlik (IJARAH AL
MUNTAHIYYAH BITTAMLIK (IMBT)).

Secara konseptual 1IJARAH AL MUNTAHIYYAH BITTAMLIK (IMBT)

hampir sama dengan leasing, bahwa leasing merupakan bentuk pembiayaan
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dalam bentuk penyediaan barang-barang modal untuk digunakan oleh
perusahaan tertentu, berdasarkan pembayaran secara berkala, disertai dengan
hak pilih/opsi bagi perusahaan tersebut untuk membeli barang modal yang
bersangkutan atau memperpanjang jangka waktu leasing berdasarkan nilai sisa
yang telah disepakati bersama. Dalam pelaksanaan akad IJARAH AL
MUNTAHIYYAH BITTAMLIK (IMBT) ada ketentuan-ketentuan yang bersifat
umum dan ketentuan bersifat khusus. Ketentuan bersifat umum yaitu:
1. Rukun dan syarat yang berlaku dalam akad ijarah berlaku pula dalam
akad IJARAH AL MUNTAHIYYAH BITTAMLIK (IMBT),
2. Perjanjian untuk melakukan akad IJARAH AL MUNTAHIYYAH
BITTAMLIK (IMBT) harus disepakati ketika akad ijarah ditandatangani
3. Hak dan kewajiban setiap pihak dijelaskan dalam akad. Sedangkan yang
bersifat khusus yaitu:

a) Pihak yang melakukan IJARAH AL MUNTAHIYYAH
BITTAMLIK (IMBT) harus melakukan akad ijarah terlebih
dahulu. Akad pemindahan kepemilikan baik dengan jual beli
(bai) atau pemberian (hibah) hanya dapat dilakukan setelah masa
ijarah selesai.

b) Janji pemindahan kepemilikan yang disepakati diawal akad
ijarah adalah wa’ad (janji) yang hukumnya tidak mengikat.
Apabila wa“ad (janji) dilaksanakan, maka pada akhir masa
ijarah (sewa) wajib dibuat akad pemindahan kepemilikan.
Artinya dalam akad 1IJARAH AL MUNTAHIYYAH BITTAMLIK
(IMBT) tidak bertentangan dengan prinsip syariah yaitu

melarang 2 (dua) akad dalam satu perjanjian.
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J. Perbedaan akad ijarah dan akad I1JARAH AL MUNTAHIYYAH
BITTAMLIK (IMBT)

ljarah adalah transaksi sewa menyewa barang atau jasa dengan
pembayaran sewa atau upah dalam waktu tertentu, sedangkan IMBT adalah
kombinasi antara akad ijarah (sewa menyewa) dan murobahah (jual beli). Dan

juga perbedaannya letak kepemilikan aset pada jatuh tempo.



BAB TIGA
PEMBAHASAN TERHADAP FIKIH MUAMALAH
TENTANG PENARIKAN MOTOR SECARA ANGSURAN

A. Gambaran Umum Leasing

1. Sejarah berdirinya Bussan Auto Finance

BAF adalah perusahaan jasa pembiayaan yang awalnya berfokus
untuk memberikan pembiayaan kepada Motor. Untuk memenuhi kebutuhan
masyarakat yang semakin meningkat, kami berinovasi dengan membuka
berbagai jenis pembiayaan tambahan seperti pembiayaan multiproduk,
mesin pertanian, mobil, dan dana Syariah. Bussan Auto Finance (BAF)
terdaftar dalam Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) dan
Biro Kredit. Selain itu, BAF diawasi dan terdaftar oleh Otoritas Jasa
Keuangan dalam menjalankan operasinya.

Perjalanan PT Bussan Auto Finance (Perseroan) diawali pada tahun
1995 dengan nama PT Pembiayaan Getraco Indonesia sebagai perusahaan
yang bergerak dalam bidang pembiayaan, dan menjadi perusahaan joint
venture antara PT Danamon Sanggrahan, Mitsui dan Yamaha pada tahun
1997 yang berfokus pada pembiayaan sepeda motor baru Yamaha. Nama
Perseroan pun berubah menjadi PT Danamon Mits Otomotif Finance dan
tanggal 24 September 1997 diperingati sebagai hari ulang tahun Perseroan
hingga saat ini. Pada tahun 1998, Mitsui & Co., Ltd. membeli seluruh
kepemilikan PT Danamon Sanggrahan sehingga mengakibatkan Mitsui &
Co., Ltd. menjadi pemegang saham utama dengan kepemilikan sebesar
75%, sedangkan sisanya dimiliki olen PT Lenggara Gunasejahtera (15%),
Yamaha Co., Ltd., Jepang (7%) dan PT Yamaha Motor Kencana Indonesia
(3%). Sebagai akibat dari akuisisi tersebut, nama Perseroan diubah menjadi
PT Bussan Auto Finance dengan fokus bisnis tetap sebagai perusahaan

pembiayaan sepeda motor baru khusus merek Yamaha.
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Pada tahun 2004, seluruh saham milik PT Lenggara Gunasejahtera
dijual kepada PT Mitsui Indonesia. Pada tahun 2013, Perseroan melakukan
peningkatan modal melalui penerbitan saham baru yang seluruhnya diambil
bagian oleh PT Ciptadana Capital, salah satu perusahaan afiliasi dari Grup
Lippo dan Yamaha. Pada tahun 2018, Mitsui & Co., Ltd. menambah
kepemilikan sahamnya dengan mengakuisisi seluruh kepemilikan saham PT
Ciptadana Capital, sehingga komposisi pemegang saham Mitsui & Co., Ltd
meningkat menjadi sebesar 68,3%. Pada tahun 2019, seluruh saham
Perseroan milik PT Mitsui Indonesia sejumlah 41.250 lembar saham dan
sebagian saham Perseroan yang dimiliki Mitsui & Co. Ltd sejumlah 11.786
dibeli oleh PT Sinergi Autoindo Abadi. Transaksi penjualan dan
pemindahan saham ini mengakibatkan terjadinya perubahan kepemilikan
pemegang saham Perseroan menjadi Mitsui & Co., Ltd. sebesar 65,0%,
Yamaha Motor Co., Ltd. sebesar 17,7%, PT Yamaha Indonesia Motor
Manufacturing sebesar 2,3%, dan PT Sinergi Autoindo Abadi sebesar
15,0%. Sehubungan dengan perubahan komposisi tersebut, Perseroan telah
melakukan pemenuhan ketentuan Pasal 10 Peraturan OJK No. 28/
POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan
Pembiayaan, dimana total kepemilikan asing pada perusahaan pembiayaan
baik secara langsung tidak langsung dibatasi paling tinggi 85% dari modal
disetor. Seiring pertumbuhan dan perkembangan kebutuhan masyarakat,
Perseroan terus berinovasi untuk menjadi solusi pembiayaan bagi
kebutuhan masyarakat. Perseroan saat ini telah menyediakan ragam pilihan
produk pembiayaan seperti pembiayaan motor, BAF Dana Syariah yang
merupakan produk pembiayaan berbasis syariah, pembiayaan mobil,
pembiayaan elektronik, gadget dan furnitur, pembiayaan motor bekas untuk
berbagai merek, dan pembiayaan mesin pertanian. Di tahun 2022, Perseroan

melakukan dengan menghadirkan dua produk baru yaitu BAF PraDana dan
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BAF AdiDana. BAF PraDana menyediakan pinjaman produktif
menggunakan prinsip Syariah (Akad Mudharabah) untuk modal usaha
dengan nilai pembiayaan yang terjangkau, sedangkan BAF AdiDana
dihadirkan sebagai produk pembiayaan produktif dengan skema fasilitas
modal usaha. Kegiatan usaha Perseroan terus berkembang dan per 31
Desember 2022, Perseroan telah beroperasi di 246 (dua ratus empat puluh
enam) lokasi di seluruh Indonesia, yang terdiri dari 165 (seratus enam puluh
lima) kantor cabang dan 81 (delapan puluh satu) kantor selain kantor
cabang (griya) yang didukung oleh 4.021 karyawan. Perseroan juga telah
memperluas jaringan pelayanannya dengan menambah titik-titik
pembayaran angsuran melalui kerja sama dengan pihak ketiga yang
meliputi jaringan layanan perbankan, gerai ritel dan platform pembayaran
elektronik. Dalam melaksanakan bisnisnya, Perseroan terdaftar dan diawasi
oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).*!

2. Visi dan Misi Perusahaan BAF
Berikut ini adalah visi, misi dan nilai dari Perusahaan PT Bussan Auto
Finance®:
a) Visi
Menjadi perusahaan pembiayaan yang terkenal dan terpercaya bagi
pelanggan, mitra bisnis, karyawan, dan masyarakat Indonesia
dengan menyediakan layanan keungan terbaik.
b) Misi
Sebagai perusahaan terkemuka yang menyediakan layanan
keuangan bagi masyarakat serta memberi layanan keuangan terbaik

untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

51 https://www.baf.id/aboutus. Diakses pada tanggal 16 Juli 2023.
52 https://www.baf.id/aboutus. Diakses pada tanggal 16 September 2023.
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3. Struktur Organisasi PT Bussan Auto Finance
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4. Aktivitas Perusahaan

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, PT. Bussan Auto Finance

beroperasi dalam bidang pembiayaan (leasing) atau pemberian kredit

sepeda motor Yamaha. Sepeda motor Yamaha seperti Xeon, Soul GT, Mio
J, Mio GT, Vixion, Jupiter Z, Jupiter MX dan lainnya diberikan kredit oleh

PT. Bussan Auto Finance.

PT Bussan Auto Finance merupakan Perusahaan yang menawarkan

kredit pembiayaan sepeda motor merek Yamaha dan melakukan berbagai

aktivitas secara teratur dan berkala. Beberapa dari aktivitas tersebut adalah

sebagai berikut:

a)

b)

f)

9)

h)

Mengumpulkan pelanggan untuk penyaluran kredit pembiayaan
sepeda motor Yamaha di wilayah Banda Aceh dengan sarana dan
sumber daya yang diperlukan untuk menarik pelanggan.
Memberikan layanan dan informasi kredit kepada pelanggan
yang akan datang yang ingin mendapatkan kredit untuk sepeda
motor merek Yamaha.

Memproses permintaan kredit dari pelanggan yang mengambil
kredit untuk sepeda motor merek Yamaha.

Melakukan survei kelayakan kepada pelanggan kredit.

Memberi kredit kepada pelanggan yang memenuhi syarat melalui
proses akad kredit yang ketat.

Menerima dan menangani pembayaran cicilan kredit untuk
semua pelanggan yang memiliki kredit.

Menagih kredit kepada konsumen yang tidak konsisten dengan
tanggung jawabnya.

Melaksanakan penarikan kendaraan yang tidak dapat membayar
kreditnya.

Memperluaskan jaringan pemasaran dan pangsa pasar untuk
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pengembangan dengan membuka dealer-dealer sepeda motor,
terutama merek Yamabha, di setiap wilayah yang memiliki potensi
pasar.

Salah satu bagian penting dari keberhasilan PT. Bussan Auto Finance
Banda Aceh adalah kerja sama dengan dealer. Pada saat ini, PT. Bussan Auto
Finance Banda Aceh telah bekerja sama dengan beberapa dealer untuk
mendukung usaha mereka.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa PT. Bussan Auto Finance
bekerja sama dengan dealer-dealer sepeda motor merek Yamaha untuk
memberikan pembiayaan kredit sepeda motor.

B. Mekanisme Penarikan barang jaminan akibat nasabah tidak mampu
membayar angsuran
Berikut ini adalah mekanisme penarikan barang jaminan akibat nasabah
tidak mampu membayar angsuran:3
1. Tim BAT langsung mendatangi ke alamat rumah pembeli
2. Melakukan upaya persuasive agar pembeli mau menyerahkan barang
jaminan dalam pelaksanaan upaya persuasive dijelaskan kepada
pembeli bahwa telah diikat secara hukum fidusia sehingga PT BAF
mempunyai hak title eksekutorial yang sama dengan putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum. Tetapi PT BAF
hanya mengambil sisa pokok pinjaman yang belum kembali, dan
selebihnya akan dikembalikan kepada pembeli.
3. Setelah dilakukan upaya persuasive, apabila pembeli tidak mau
menyerahkan barang jaminannya maka pihak PT BAF meminta
bantuan resmi kepada petugas Kepolisian setempat untuk

mendampingi petugas dari PT BAF dalam melakukan penarikan

%3 Wawancara dengan pihak PT Bussan Auto Finance pada tanggal 15 Oktober 2023.
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barang jaminan. Terhadap tatacara permintaan bantuan petugas
kepolisian diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011
tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia.

Berikut ini prosedur barang jaminan setelah ditarik>*:

1. Barang jaminan yang telah ditarik dari pembeli akan dijual paling
lambat 7 (tujuh) hari setelah barang jaminan berada di Outlet
Penyelanggara. Penjualan dapat dilakukan setelah dilakukan
koordinasi dengan perusahaan asuransi yang melakukan penjaminan
pinjaman, dengan cara:

a) Penjualan melalui pelelangan umum, sesuai dengan prosedur
lelang yang berlaku di perusahaan bersama-sama dengan
ma’jur (objek ijarah) lainnya.

b) Penjualan di bawah tangan dapat dilakukan sepanjang ada
kesepakatan dengan rahin dan sesuai dengan Kketentuan
Perundangan-undangan tentang Jaminan Fidusia

2. Sisa dari kewajiban pembeli sebagai uang kelebihan yang menjadi
hak pembeli dengan jangka waktu pengambilan maksimal 1(satu)
tahun sejak tanggal penjualan barang jaminan. Apabila lewat dari 1

(satu) tahun maka uang tersebut menjadi milik PT BAF.

C. Tinjauan Fikih Muamalah terhadap penarikan barang jaminan

Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 27/DSNMUI/ 111/2002 tentang
ljarah Al-Muntahiyya Bi Al-Tamlik, yang dimaksud dengan sewa beli (ijarah
al-muntahiya bi al-tamlik), yaitu perjanjian sewa menyewa yang disertai opsi
pemindahan hak milik atas benda yang disewa, kepada penyewa, setelah selesai

masa sewa.> Dengan perjanjian tersebut seseorang akan melaksanakan suatu hal

54 Wawancara dengan pihak PT Bussan Auto Finance pada tanggal 15 Oktober 2023
% Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 27/DSN-MUI/I1I/2002 tentang Al-ljarah
AlMuntahiyah bit Al-tamlik.
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sehingga memunculkan suatu perikatan di antara kedua belah pihak. Demikian
pula pada barang jaminan di lembaga pegadaian, dalam akad selalu mengadakan
perjanjian terlebih dahulu. Akad yang ada pada barang jaminan bersifat
konsesual yang artinya setelah ada kata sepakat antara kedua belah pihak untuk
mengadakan perjanjian barang jaminan maka disitu terbentuk persetujuan
barang jaminan yang dilakukan dengan penuh kesadaran akan segala
konsekuensi.

Hadirnya Bussan Auto Finance merupakan perusahaan jasa pembiayaan
di Indonesia dan tugasnya berfokus untuk memberikan pembiayaan kepada
Masyarakat dalam membutuhkan keinginannya. Untuk memenuhi kebutuhan
masyarakat yang semakin meningkat, kami berinovasi dengan membuka
berbagai jenis pembiayaan tambahan seperti pembiayaan multiproduk, mesin
pertanian, mobil, dan dana Syariah. Jika telah jatuh tempo, orang yang
menjaminkan barangnya berkewajiban melunasi utangnya sesuai dengan syarat-
syarat yang telah ditentukan pada waktu pemberian pinjaman, meski pada
dasarnya nasabah dapat melunasi kewajiban setiap saat tanpa harus menunggu
jatuh tempo pelunasan.

Namun demikian, tidak semua nasabah dapat memenuhi kewajibannya
tersebut. Jika ia tidak mampu untuk membayar angsuran, maka pihak Bussan
Auto Finance berhak menarik barang jaminan dan menjual barang tersebut
untuk melunasi angsurannya. Hal tersebut sudah menjadi ketentuan di Bussan
Auto Finance dan sudah pula diberitahukan secara lisan maupun tertulis kepada
nasabah.

Masalah ijin dari pemilik barang jaminan sangat penting bagi
terlaksananya penarikan dan penjualan barang jaminan tersebut. Menurut
pandangan Islam, penjualan barang jaminan boleh dilakukan untuk melunasi

hutangnya asal ada ijin dari pemilik barang jaminan. Tanpa seijinnya penjualan
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barang jaminan tidak boleh dilakukan, tanpa sepengetahuan pemilik barang
maka penjualannya tidak sah.

Setelah barang jaminan ditarik dari nasabah kemudian barang jaminan
akan dijual untuk melunasi sisa hutangnya melalui pasar Dalam KHES pada
pasal 328 pihak pemberi pinjaman yaitu BAF dapat menentukan untuk menjual
ma’jur (objek ijarah) muntahiyah bi tam lik yang tidak dapat dilunasi oleh
musta’jir dengan harga pasar untuk melunasi utang musta’jir Dalam hal
melunasi hutangnya ini, maka pihak BAF dapat melakukan penjualan apabila
ada persyaratan sebagai berikut:

1. Apabila pihak musta’jir (pihak penyewa) tidak dapat melunasi

ma’jur (objek ijarah)

2. Apabila pihak musta’jir (pihak penyewa) merasa tidak mampu untuk

mengembalikan ma’jur (objek ijarah) dan meminta pihak PT Bussan
Auto Finance untuk melakukan penjualan atau pelelangan.

3. Apabila pihak musta’jir (pihak penyewa) tidak berkeinginan untuk

memperpanjang angsurannya.

Berdasarkan persyaratan penjualan di atas, maka yang perlu
diperhartikan dalam menganalisa proses penjualan barang jaminan di Bussan
Auto Finance mengenai rukun, syarat, dan ketentuan umum jual beli yakni
sebagai berikut:

1. Rukun akad Jual Beli

Untuk proses penjualan barang jaminan di Bussan Auto Finance,
rukun jual beli adalah sebagai berikut:
Adanya pembeli dan penjual. Ketika terjadi penjualan, pihak

Bussan Auto Finance selaku pemegang kuasa memiliki otoritas untuk

menjual barang jaminan kepada nasabah. Masyarakat umum, yang

menjadi peserta penjualan saat proses penjualan barang jaminan,

dianggap sebagai pembeli.
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Objek yang diperjual belikan. Proses penjualan barang jaminan
menggunakan sistem pembayaran tunai. Sebelum penjualan dimulai,
Bussan Auto Finance memberi tahu nasabah tentang harga barang
jaminan yang akan penjualan. Jika hasil penjualan kurang dari jumlah
pinjaman nasabah, nasabah harus melunasinya. Sebaliknya, jika hasil
penjualan  lebih  besar, maka Bussan Auto Finance akan
mengembalikannya.

Sighah Akad. Dalam jual beli barang jaminan, ijab dan gabul harus
terjadi. ljab dan gabul ditandai dengan pernyataan bahwa pembeli ingin
membeli barang jaminan dengan harga yang ditawarkan oleh Bussan
Auto Finance dan bahwa pembeli setuju untuk membeli barang jaminan

dengan harga yang telah disepakati.

2. Syarat akad Jual beli

Sebagai bagian dari proses penjualan barang jaminan, berikut
adalah persyaratan jual bel menurut jumhur ulama®®, yaitu:

Syarat terpenuhinya seperti pihak yang melakukan transaksi,
transaksi itu sendiri, objek transaksi serta tempat transaksinya.

Syarat berlakunya jual beli seperti kepemilikan atau otoritas yang
diperjualbelikan harus milik pihak yang bertransaksi

Syarat sahnya transaksi jual beli ada 2 macam seperti syarat umum
dan syarat khusus seperti, syarat umunya adalah syarat-syarat yang harus
dipenuhi oleh setiap jenis jual beli agar transaki tersebut dianggap sah
secara syar'i. Syarat-syarat ini biasanya berarti bahwa transaksi tidak
boleh mengalami enam masalah: ketidakjelasan, pemaksaan, pembatasan

waktu, spekulasi atau risiko, kerusakan, dan syarat yang dapat

% Wahbah al-Zuhailiy, Figih Islam wa Adillatuhu, Alih bahasa Abdul Hayyie
alKattani, dkk., (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), Cet. V, him. 34.
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membatalkan transaksi. Dan syarat khususnya yaitu syarat-syarat yang
menyangkut sebagian jenis jual beli saja, seperti menyangkut jual beli
barang yang dapat berpindah, terpenuhinya sejumlah kriteria tertentu
dalam jual beli salam, tidak mengandung unsur ribawi dalam jual beli
barang Memiliki syarat-syarat tersebut bertujuan untuk memastikan
bahwa proses jual beli dilakukan hanya untuk kepentingan kedua belah

pihak dan tanpa kerugian bagi pihak lain.

3. Tentang Akadnya
Penjualan di muka umum, juga dikenal sebagai penjualan barang
jaminan, dilakukan dengan cara tawar menawar harga rendah kepada
peserta sampai harga tertinggi, dan barang yang dijual selesai ketika
penjual dan pembeli telah mencapai kesepakatan.
Ada penjual dan pembeli dalam transaksi penjualan. Dan di dalam surat
Al-Nisa ayat 29, dijelaskan dalam Al-Qur'an tentang kontrak jual beli yang

didasarkan pada prinsip saling rela untuk mencari keuntungan.
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Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang
berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu

membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu

5 Tim Penyusun Al-Quran Terjemah Departemen Agama RI, Al-Qur“an dan
Terjemah (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2007), him. 108.
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Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa penarikan dan penjualan
barang jaminan adalah salah satu jenis kontrak jual beli yang telah disepakati
antara pemilik barang dan Bussan Auto Finance. Dalam kasus ini, penjualan dan
penarikan barang jaminan dilakukan atas dasar saling memerlukan antara
penjual dan Bussan Auto Finance, serta pihak yang membeli barang jaminan.

PT Bussan Auto Finance telah memperhatikan dan mematuhi semua
peraturan tersebut saat melakukan penarikan dan penjualan barang jaminan.
Akibatnya, mekanisme penarikan barang jaminan di PT Bussan Auto Finance
sesuai dengan syariat Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kendaraan
adalah barang jaminan yang ditarik oleh PT Bussan Auto Finance. PT Bussan
Auto Finance bertindak sebagai pengikat utang dan memegang barang tersebut
sebagai jaminan utang. Namun, dalam hal ini, yang dibuat hanyalah surat
kepemelikannya.

Seperti yang dijelaskan dalam kaidah fikih, akad jual beli dalam Islam
bertujuan untuk memperoleh keuntungan dengan tujuan agar tidak ada pihak

yang merasa dirugikan.

®

] O 8w - )c)‘
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Artinya: “Kesulitan sebab datangnya kemudahan.”>®

Kaidah tersebut jelas bahwa ketika kita melakukan sesuatu apapun, yang
mana dalam hal ini dilakukan akad perjanjian antara PT Bussan Auto Finance
dengan pihak nasabah tidak boleh membahayakan dirinya sendiri dan orang lain,
keduanya harus saling rela dan saling tolong menolong untuk kelangsungan
hidupnya. Nasabah atau PT Bussan Auto Finance sebelumnya telah memahami

hak dan kewajiban masing-masing, serta konsekuensi yang akan ditanggung.

% Toha Andiko, Ilmu Qawa’id Fikihiyyah: Panduan Praktis dalam Merespon
Problematika Hukum Islam Kontemporer (Yogyakarta: Teras, 2011), him. 89.



50

Berdasarkan keseluruhan prosedur penarikan dan penjualan barang
jaminan, proses penarikan barang jaminan yang dilakukan oleh PT Bussan Auto
Finance karena ketidakmampuan nasabah untuk membayar angsuran telah

memenuhi persyaratan syariat Islam.



BAB EMPAT
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan di bab-bab sebelumnya, kita dapat mengambil
kesimpulan berikut:

1. Dalam mekanisme penarikan barang jaminan PT Bussan Auto Finance
melakukan beberapa prosedurnya, yaitu Tim Bussan Auto Finance
langsung mendatangi ke alamat rumah pembeli, melakukan upaya
persuasive agar pembeli mau menyerahkan barang jaminan dalam
pelaksanaan upaya persuasive, Setelah dilakukan upaya persuasive,
apabila pembeli tidak mau menyerahkan barang jaminannya maka pihak
PT Bussan Auto Finance meminta bantuan resmi kepada petugas
Kepolisian setempat untuk mendampingi petugas dari PT Bussan Auto
Finance dalam melakukan penarikan barang jaminan.

2. Dalam tinjauan fikih muamalah terhadap penarikan barang jaminan
akibat ketidakmampuan nasabah membayar angsuran di Bussan Auto
Finance dikatakan sah dikarenakan sudah sesuai dengan prosedur serta
penarikan dan penjualan barang jaminan adalah salah satu jenis kontrak
jual beli yang telah disepakati antara pemilik barang dan Bussan Auto
Finance. Serta penjualan dan penarikan barang jaminan dilakukan atas
dasar saling memerlukan antara penjual dan Bussan Auto Finance, serta

pihak yang membeli barang jaminan.

B. Saran
Penulis membuat beberapa saran berdasarkan temuan penelitian ilmiah:
1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepribadian memengaruhi
pemberian kredit oleh PT. Bussan Auto Finance kepada nasabah

sehingga perusahaan diharapkan untuk lebih memahami sifat dan

51
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karakter individu yang akan diberikan kredit, sehingga perusahaan dapat
lebih mengenal pelanggannya dan membangun hubungan sosial dengan
pelanggannya untuk lebih mudah memberikan kredit.

. Dalam hal ini, perusahaan hanya mempertimbangkan dua faktor dalam
proses pemberian kredit: karakter calon konsumen dan kemampuan. Ini
pasti akan membahayakan bisnis PT. Bussan Auto Finance. Oleh karena
itu, PT. Bussan Auto Finance harus mempertimbangkan tiga faktor
tambahan untuk meningkatkan keamanan dan jaminan kelancaran

pembayaran angsuran konsumen.
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